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RINGEASAN

Penelitian inl mempelajari kesinkronan peraturan
perundang-undangan nasional tentang zona ekonomi eksklusif
(ZEE) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985
tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Penelitian ini didasari kenyatasan bahwa terdspsat dua
ketentuan tentang ZEE Indonesia. EKetentuan-ketentuan yang
dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEE Indonesis) dan
Konvensi Hukum Laut 1982 yang diratifikasi dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB
tentang Hukum Lasut (UU Pengesahan).

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal.
Penelitian ini berupaya membuktikan apakah terdapat
ketentuan dalam UU ZEE Indonesia yang bertentangan dengan
Ronvensi Hukum Laut 1982. Bilamsna tidak terdapsat ketentuan
yang bertentangan, msaska ketentuan dalam UU ZEE Indonesia
telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1882Z.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.
Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan langkah-
langkah reduksi, display bahan hukum serta pengambilan
kesimpulan dan verifikasi. Pengambilan kesimpulan dilakukan
sejak awal penelitian dan kesimpulan tersebut diverifikasi
selama penelitian berlangsung.

Hasil penelitisn menunjuokkan bahwa ketentuan dalam UU
ZEE Indonesia telsh sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982.
Ketentuan-ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan 1lebar
ZEE Indonesia, ZEE Indonesia ysng berhadsapan dengan negars
lain, hak berdaulat, hak lain, yurisdiksi dan kewajiban
Indonesia di ZEE Indonesia, kegiatan di ZEE Indonesia, ganti

rugi, penegskan hukum dan sanksi pidans di ZEE Indonesis.

ix
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ABSTRACT

The objective of this research is to study synchroning
national act on the exclusive economic =zone <(EEZ) after
entering to force Act Number 17/1985 on Legalization United
Nations Convention on the Law of the Sea. The research is
based on the fact that there are two provisions for
Indonesian Exclusive Economic Zone. The provisions are, Act
Number 5/1983 on The Indonesian Exclusive Economic Zone (The
Indonesian Exclusive Economic Zone Act) and United Nations
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1882) has ratified
by Act HNumber 17/1985 on Legalization United Nations
Convention on the Law of the Sea.

This research is doctrine research. This research is to
try to prove if The Indonesian Exclusive Economic Zone Act
has the provisions are unsynchron toc provisions of UNCLOS
1882. 1If there are not unsynchron, it means the provisions
of The Indonesian Exclusive Economic Zone Act has synchroned
to UNCLOS 1982.

This research used the qualitative analyze. Qualitative
analyze is done with attending to reduction, legal material
display and taking the conclusion and verification. Taking
the «conclusion since the beginning of the research and the
conclusion is verified along the research.

The result of this research showed that provisions of
The Indonesian Exclusive Economic Zone Act has synchroned to
UNCLOS 1882. The provisions related to breadth of EEZ,
Indonesian EEZ which opposite or adjacent to other State’s
coast, rights, Jjurisdiction and duties of Indonesia in
Indonesian EEZ, activities in Indonesian EEZ, compentation
and law enforcement and penal sanction in Indonesian EEZ.

Key words: Synchroning
National Act
The Exclusive Economic Zone
United Nations Convention on the Law of the Sea
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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar belakang permasalahan

Salsh satu unsur negara sdalah wilayah. Ada beberaps
alasan terhadap pemikiran tersebut. Pertama, wilayah merupa-
kan tempat tinggal bagi penduduk negara yang bersangkutan.
Kedus, dalam wilayah dimungkinkan dapat dimanfaatkannya
sumber daya alam.

Seperti diketahui bahwa wilayah suatu negara dapat
berupa tanah daratan, ruang udara maupun laut. Ketiga bentuk
wilayah tersebut tidak selalu dimiliki oleh suatu negarsa.
Artinya, suatu negara ada yang hanya memiliki dua bentuk
wilayah, vyaitu tanah daratan dan ruang udara. Dengan
demikian, negara tersebut tidak memiliki wilayash lsut.

Indonesia merupskan salah satu negara yang memiliki
ketiga bentuk wilayah. Artinya, wilayah Indonesis meliputi
tanah daratan, ruang udara maupun laut. Bahkan dapat
dikatakan bahwa wilayah 1lsaut Indonesia lebih luas bila
dibandingkan luas daratan.

Berdasarkan perhitungan kasar, yang cara penetapan
batas Perairan Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 4/Prp

Tahun 1960,1 Mochtar KRusumaatmadja berpendapat bahwa luas

lgRetentuan ini telah dicabut dan diganti dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 19986 tentan% Perairan Indonesia yang
diundangkan tanggal 8 Agustus 1996, dimuat pada Lembaran

/'

1 - ‘_
S >

ERES ‘P -

: ¢ RN S L
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2
wilayah Indonesia adalah 5.193.25@ kmz, terdiri dari
2.827.987 km? berupa daratan dan 3.166.163 kmn? berupa
perairan (laut).2 Dengan demikian, luas perairan Indonesia
kira-kira 1 1/2 lebih luas dari seluruh jumlah luas wilaysh

daratan.3

Di samping adanya wilayah laut suatu negara, di dalam
hukum internasional dikenal adanya Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE). EKeberadaan ZEE tersebut baru diskui oleh masyarakat
internasional pada saat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) Tentang Hukum Laut, untuk selanjutnya disebut Konvensi
Hukum Laut 1982, yang ditandatangani di Montego Bay Jamaica
tanggal 10 Desember 1882. Sekalipun sebelum tahun 1982
pernah diadakan Konferensi Hukum Laut 1958 dan 1968, tetapi
masalah ZEE belum pernah menjadi keputusan dalam Konvensi
Hukum Laut 1958 dan Konferensi Hukum Laut 1968 tersebut,
sehingga dapat dikatakan bahwa masalah ZEE merupakan masalah
baru dalam hukum internasional.

Sekalipun pengsturan ZEE merupakan permasalahan baru

...Continued...
Negara Tsashun 1996 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negsra
Nomor 3B47.

2Mochtar Kusumaatmsdjs, Hukum Laut Internasional, Bi-
nacipta, Bandung, 1886, h. 185.

3pepartemen Pertahanan Keamanan Psnitia_ Koordinasi
Penyelesaian Masalah Wilayah Nasional Dan Dasar Laut;

[} e 1 ATl B N 1 DX H H 14 H 2 ]
Nusaptara, Buku III, Jakarta, 1988, h. 65
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3
dalam hukum internasional, tetapi tuntutan yurisdiksi sejauh
200 (dua ratus) mil laut telah &ads sebelumnvya. Chili
merupakan contoh negara yang melakukan tuntutan 280 mil laut
sejak tahun 1847. Berkaitan dengan pemikiran tersebut,
Fransisco Orrego Vicuna menyatakan bahwa zons maritim vyang
sekarang dikenal sebagal ZEE dimulai dengan proklamasi
Presiden Chili pada tahun 1847 yang menuntut kedaulatan yang
meliputi landas kontinen dan lasut yang berhadapan sejauh 200
mil.4 Bahkan, konsep zona maritim nasional sejauh 200 mil
juga diperkenalkan dalam ketentuan di negara-negara Amerika
Latin vyang 1lain. Costa Rica, El1 Savador dan Honduras
merupakan contoh negaras-negsra Amerika Latin yang memasukkan
tuntutan 208 mil ke dalam ketentuan nasional mereka.®

Terlepas dari ZEE merupskan permasalahan baru dalam
hukum internasional, pengertian ZEE menurut hukum interna-
sional sangat diperlukan. Hal ini didasari pemikiran bahwa
pengertian ZEE menurut hukum internasional akan menjadi
dasar berpijak untuk melakukan komparasi dengan ZEE menurut
hukum nasional Indonesisa.

KEonvensi Hukum Laut 1882 menetapkan bshwa yang dimaksud

, Cambridge

4Fransisco Orrego Vicuna,

University Press, Cambridge, 1889, h. 3

S1bid., h. 4.
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-;'dengan ZEE adalah:8
The exclusive economic zone 1is an &area beyond and
adjacent to the territorial sea, subject to the specific
legal regime established in this Part, under which the
right and Jurisdiction of the Coastal State and the
rights and freedoms of other States are governed by the
relevant provisions of this Convention.

Pengertian ZEE yang diberikan oleh pasal 55 Konvensi
Hukum Laut 1982 tersebut tampak masih bersifat umum. Ar-
tinya, dari passal tersebut belum dapat diketahui sejauh
berapa mil lebar ZEE bilamana diukur dari garis dasar dimansa
laut wilayah diukur. Ternyata bahwa ZEE merupakan jalur di
luar dan berbatasan dengan laut wilayvah dengan batas terluar
tidak melebihi 208 (dua ratus) mil laut dari garis dassar
dimana laut wilayah diukur.’

Di ssamping memberikan pengaturan tentang pengertian
ZEE, ERonvensi Hukum Laut 1982 juga memberikan pengaturan
yvang rinci berkaitan dengan ZEE. Pengaturan tersebut
diantaranya meliputi:

1. Hak, vurisdiksi dan kewajiban negsra pantai di ZEE;
Hak dan kewajiban negara lain di ZEE;

2
3. Konservasi sumber daya alam;
4

Penggunaan sumber daya alam;

SLihat pasal 55 Konvensi Hukum Laut 1982.

7pasal 57 Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa ZEE
tidak boleh melebihi 2080 mil lsut dari garis dasar darimans
laut wilayah diukur.
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5. Hak negara tidak berpantai;

6. Hak negara yang secara geografis tidak menguntungkan.
Pengaturan tentang ZEE di atas tertuang dalam pasal 55
sampali dengan 75 dén ketentuan lain yang relevan dsalam
Konvensi Hukum Laut 1982.

Ketentuan tentang ZEE di atas didasarkan pada EKonvensi
Hukum Laut 1982 yang merupakan ketentuan nultilatersal
treaty. Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1882 tersebut baru
akan menglikat bagi suatu negara apabila negara vang
bersangkutan telah menerima ketentuan internasional
tersebut. Penerimaan tersebut dapat dilakukan melalui
ratifikasi, ikut penandatanganan, atsupun dengan cara lain
vang ditetapkan oleh perjanjian internasional. Sedangkan
pada masa sebelum 18982, pengaturan ZEE, yvang pada dasarnysa
hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daysa
alam, didasarkan pada praktek-praktek masyaraksat
internasional. Praktek-praktek ini diawali dengan adanya
tuntutan yurisdiksi selebar 20@ mil laut oleh Chili, yang
kemudian diikuti oleh negara-negara Amerika Latin dan
kawasan lain.S8

Bagi Indonesia, pengaturan tentang ZEE Indonesia di-
mulai tanggal 21 Maret 1980. Pada tanggal tersebut Peme-

rintah Indonesia mengeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik

8Fransisco Orrego Vicuns, op. cit., p. 3-4.
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&
Indonesia Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dasar
pertimbangan Pengumuman Pemerintah tersebut dapat dikatakan

sebagai berikut:®

MENGINGAT :

bahwa peningkatan kesejahtersan bangss dan memanfastkan
segenap sumber daya alam yang tersedia, baik hayati
maupun non hayati, adalah tujuan dan tekad bulat peme-
rintah dan bangsa Indonesis;

MENYADARI :

bahwa untuk mencapai tujusan tersebut, sumber daya alam
vang ads di dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di
atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan csrs vyang
tepat, terarah dan bijaksana;

MENCATAT :

bahwa praktek negara-negara menunjukkan telah diakuinya
regim zona ekonomi eksklusif selebar 208 mil lsut sebagai
bagian dari hukum laut internasional yang baru;

MENGAKUI :

perlunya Indonesia mengeluarkan suatu Pengumuman
Pemerintah Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Di dalam Pengumuman Pemerintah tersebut, ditetapkan
bahwa yang dimaksud dengan ZEE:10

Jalur di luar laut wilavah Indonesia sebagaimana ditetap-

kan berdasarkan Undang—Ug?ang Nomor 4 Prp. Tahun 1860

tentang Perairan Indonesia*", yang lebarnya 200 mil 1laut
diukur dari garis-garis pangkal lsut wilayah Indonesia.

SNHT Siahaan dan H Suhendi, Hukum Laut Nasional, Pe-
nerbit Djambatan, Jakarta, 1888, h. 117.

181ph3d.

1lYang dimaksud dengan perairan Indonesia menurut UU
Nomor 4 Prp. Tahun 1860 tentang Perairan Indonesia adalah
laut wilayah Indonesia beserta perairan pedsalaman. Lihat
pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Prp. Tahun 1860. Tetapi UU Nomor
4 Prp. Tahun 1960 tersebut telah dicabut dan diganti dengan
UJU Nomor 6 Tshun 19968 tentang Perairan Indonesia. Menurut
pasal 3 UU_ini, wilayah perairan Indonesia meliputi laut
teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan - perairan
pedalaman. :
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7

Ketentuan hukum nasional yang berkaitan dengan ZEE
berikutnya adalah UU Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Eko-
nomi Eksklusif Indonesia, untuk selanjutnya disebut UU ZEE
Indonesia. UU ZEE Indonesia disahkan dan diundangkan tanggal
18 Oktober 1983. Latar belakang lahirnya UU ZEE Indonesia
lebih didominasi akibat praktek negara maupun Konvensi Hukum
Laut 1982 vang dihasilkan oleh Ronferensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Lsut Ketiga menunjukkan telah
diakuinya regim Zona Ekonomi Eksklusif selebar 200 (dua

ratus) mil laut sebagai bagian dari hukum laut internssional

vang baru.12

Bagi Indonesia, diterimanys regim ZEE dalam Xonvensi
Hukum Laut 1982 membawa arti vang cukup penting. Pertams,
memberikan kepada Indonesia sebagai negara pantai hak ber-
daulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber days alam
vang terdapat di ZEE dan yurisdiksi vang berkaitan dengan
pelaksanaan hak berdaulat tersebut. Kedua, memberikan ke-
wajiban kepada Indonesia untuk menghormati hak-hak negara
lain di ZEE Indonesia. Hak-hak negara lain tersebut antara
lain: kebebasan pelayaran dan penerbangan, kebebasan untuk
pemasangan kabel dan pipa bawah laut dan hak akses
pemanfaatan sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia

sepanjang Indonesia belum mampu memanfaatkan seluruh sumber

121, ihat konsiderans huruf g UU ZEE Indonesia.
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days slam hayati tersebut. EKebebasan tersebut harus
dihormati, mengingat Konvensi Hukum Laut 1882 memberikan
kebebasan-kebebasan sebagaimana telah disebutkan. Ketiga,
Indonesia sebagai negara kepulauan skan mendapat tambahan
wilayah kedaulatan persiran dan ZEE. Dengan adanya tambshan
tersebut, akan menambsh pula sumber days alam yang ada pada
wilayah perairan maupun ZEE.

Sebagaimana Konvensi Hukum Laut 1982, UU ZEE Indonesia
juga memberikan pengertian tentsng Zona Ekonomi Eksklusif.
Menurut pasal 2 UU ZEE Indonesia, yang dimaksud dengan Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah:13

Jalur di 1luar dan berbatasan dengan laut wilayah
Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-
undang vyang berlaku tentang perairan Indonesia vang
meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya
dengan batas terluar 200 (dua rsatus) mil laut diukur dari
garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Di samping memberikan pengertian tentang ZEE Indonesia,
UU ZEE Indonesia juga mengatur beberapa hal prinsip yang
berkaitan dengan ZEE. Pengaturan tersebut santara lain
meliputi: hak berdaulat, hak-hak 1lain, wurisdiksi dan
kewajiban-kewajiban Indonesia di ZEE, kegiatan-kegiatan di

ZEE Indonesia, ganti rugi, penegakan hukum dan ketentuan

pidana.

13Bandingkan dengan pengertian ZEE menurut pasal 55 dan
57 Konvensi Hukum Laut 1882. Penulis melihat adgnﬁa Kesamaan
engertian dari UU ZEE Indonesia dengan Konvensi Hukum Laut
1982.

* TESIS KESINKRONAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ... WINASIS YULIANTO




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

9
Sekalipun apsa yang diatur dalam UU ZEE Indonesia begitu
luas dan rinci, tetapi ternyata dalam beberapa hal tertentu
masih mendasarkan diri pasda undang-undang lain. Sebagai
ilustrasi adalsah masalah wewenang perlindungan dan
pelestarian sumber daya alam di ZEE Indonesia. Wewenang
perlindungan dan pelestarian sumber dava salam di ZEE
Indonesia secsra internasional didasarkan pada praktek
negars yang telah diterims dalam Konvensi Hukum Laut 1982.
Sedangkan landasan secara nasional terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk selanjutnya disebut
UULH.14 Ini berarti bahwa masalah wewenang perlindungan dan
pelestarian sumber daya alam di ZEE Indonesia yang berdampsak
internasional tunduk pada Konvensi Hukum Laut 1982.
Sedangkan yvang berdampak dalam lingkup nasional, tunduk pada
UULH.
Demikian pula dalam hal penegakan hukum, di ZEE
Indonesia diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang EKitab Undang-Undang Hukum Acars Pidana (UU Hukum
Acara Pidana). Artinya, dalam hal terjadi penangkapan dan
penahanan terhadap pelanggaran di ZEE Indonesisa, maka
ketentuan vyang diberlakukan adalah UU Hukum Acara Pidana.

Tetapi sekalipun mempergunakan UU Hukum Acara Pidana,

14 ihat penjelasan pasal 8 UU ZEE Indonesia.
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ternyata masih terdapat pengecualian. Pengecuslian tersebut
antara lasin aparatur penegak hukum di bidang penyidikan.
Dalam UU ZEE Indonesia ditetapkan bahwa penyidik adalah
perwira TNI Angkatan Laut yang ditunjuk Panglima Angkatan
Bersenjats Republik Indonesia.l®

KEetentuan dalam UU ZEE Indonesia yang telah diuraikan
di atas merupakan ketentuan hukum nasional. Artinya, hak
berdaulat dan vurisdiksi yang dimiliki oleh Indonesia
tersebut hanya dapat ditegakkan bilamana terjadi pelanggaran
di wilayah ZEE Indonesia dan dilakukan oleh perorangan atsau
badan hukum. Sedangkan bila terdapat pelanggaran di ZEE
Indonesia vang dilakukan oleh negara lain, dalam penegakan
hukum Indonesia harus mendasarkan diri pada ketentuan
Konvensi Hukum Laut 1982. RKarena itu, Indonesia perlu
meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1882.
Pemikiran untuk melakukan ratifikasi telash ada pada
saat Indonesia menandatangani Konvensi Huokum Laut 1982.
Pemikiran tersebut disampaikan oleh Mochtar EKusumaatmadja
vang menyatakan bahwa paling lambat tshun depan (1983,
penulis) pemerintah sudah akan mengajukan RUU tentang

Konvensi Hukum Laut ke DPR-RI untuk diratifikasi.l8

15Lihat pasal 14 syat (1) UY¥ ZEE Indonesia.

18ginar Harapan tanggal 11 Desember 1982 dalam CSIS,
; , CSIS, Jakarts, 1991, h. 14
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Tetapi kemudian ternyata bshwa ratifikasi baru dila-
kukan tshun 1985, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law
of the Sea (Konvensi PBB tentang Hukum Lsut) yang
diundangkan tanggal 31 Desember 1985. Dengan adanya rati-
fikasi tersebut, Indonesia menjadi terikat terhadap keten-
tuan-ketentuan yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut 1982
dalam hubungannya dengan negara lain. Sehingga dalam
hubungannya dengan negara lain, Indonesia memiliki hak dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.
Tetapi perlu dicatat bahwa Konvensi Hukum Laut 1982
menetapkan bahwa Konvensi mulai berlaku 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal pendepositan atau akses yang ke-6@. Guyans
merupskan negara ke-68 yvang melakukan ratifikasi tanggal 18
Ropember 1993. Dengan demikian, EKonvensi Hukum Laut 1982
berlaku efektif mulai tanggal 16 Nopember 1894.
Sebagai konsekuensi selanjutnya, Konvensi Hukum Laut
1882 vyang telah diratifikasi tersebut menjadi bagian hukum
nasional Indonesia. Sebagai dasar pemikiran, ratifikasi
terhadap Konvensi Hukum Laut 1882 dilakukan melalui UU
Pengesahan yang diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 1885
Nomor 76 dasn Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318. Dengan

diuvmumkannya dalam lembsaran negara, undang-undang mempunyai
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kekuatan mengikat.17 Di samping alasan tersebut, pembentuk
UU Pengesahan mengakui bahwa UU Pengesahan merupsksn salsh
satu peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini seperti
dinvatakan dalam Laporan Komisi I DPR-RI Mengenai Pembahasan
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang
Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hukum Laut)
vang menyatakan bahwa, “..... , Rancangan Undang-Undang
(Pengesshan, penulis) yang bakal menjadi Undang-undang ini
adalah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan
nasional ..... - 18 Dengan demikian jelaslah bahwa EKonvensi
Hukum Laut 1982 vyang telah ditratifikasi dengan uu
Pengesahan merupakan bsgian dari hukum nasional, sehingga
dalam pengaturan ZEE Indonesis terdapat 2 (dua) ketentuan
vang berlaku secara bersamaan. Ketentuan yang dimaksud
adalah Eonvensi Hukum Laut 1982 dan UU ZEE Indonesia.

Dihubungkan dengan asas hukum "lex posteriori derogat
lex priori untuk peraturan perundang-undangan nasional yang
sederajat, maka EKonvensi Hwukum Laut 1982 vyang telah
diratifikasi dengan uu Pengesahan rerupakan "lex

posteriori”. Sedangkan UU ZEE Indonesia merupakan “lex

175udikno Mertokusumo » Mengenal Hukum Suatn Pengantar,
Liberty, Yogyakarta, 1896, h. 88.

18Lihat Laporan EKomisi I DPR-RI Mengenai Pembahasan
Rncangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan
United” Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hukum Laut), h. 3.
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priori” dalam asas hukum tersebut. Dengan demikian, perlulah
kiranya UU ZEE Indonesia maupun peraturan perundangan ysng
berkaitan dengannya disinkronkan dengan Konvensi Hukum Laut
1982 vyang telah diratifikasi dengan Undasng-Undang Nomor 17
Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on

the Law of the Sea (Konvensi PBB Tentang Hukum Laut).

2. Rumusan masalah
Berdasarkan uraiasn pada latar belakang permasalshan di
atas, maka tampak bahwa adanya dua pengaturan tentang ZEE,
vaitu Ronvensi Hukum Laut 1982 dan UU ZEE Indonesia. Padahal
kedua ketentuan tersebut adalah ketentuan nasionsal,
mengingat Konvensi Hukum Laut 1882 telah diratifikasi dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tashun 19385 tentang Pengesahasn United
Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi PBB
tentang Hukum Laut).
Dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan utama
sebagai berikut:
Bagaimanakah kesinkronan UU ZEE Indonesia terhadap Kon-
vensi Hukum Laut 189827

Dari permasalahan utama di atas, dapat dijabarkan lagi
menjadi permasalahan sebagai berikut:
1. Apaksh UU ZEE Indonesia telah sinkron dengan Konvensi
Hukum Laut 19827

2. Kalau telah sinkron, ketentuan-ketentuan tentang apa
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sajakah dalam UU ZEE Indonesia yang telah sinkron dengan

KEonvensi Hukum Lsut 18827

3. Definisi konseptual

1. Yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif dalam
penulisan ini mengandung arti ganda. Arti tersebut ter-
gantung pada konteks pembicaraan. Pada satu sisi, Zona
Ekonomi Eksklusif yang berdasarkan pada pasal 55 dan 57
URCLOS 1982, vyaitu suatu daerah di luar dan berdampingan
dengan 1laut teritorial, yang tidak melebihi 200 mil laut
dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur dan
tunduk pada regim hukum khusus. Pads sisi yang lain, yang
dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif adalah yang berdasar-
kan pasal 2 UU ZEE Indonesia, yaitu jalur di luar dan berbs-
tasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan
berdasarkan undang-undang vyang berlaku tentang perairan
Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan
air di atasnya dengan batas terluar 2080 (dua ratus) mil laut
diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

2. "Kesinkronan" diartikan dengan perihal kesinkronan.
"Kesinkronan” sendiri berasal dari kata “sinkron”, yang

berarti sesunai (dengan).19 Sehingga vang dimaksud dengan

lgAnton M Moelicono dkk mengartikan sinkron dengan: a 1
(terjadi atau berlaku) pada waktu yang sama; serentak: 2

sejalan (dengan); sejajar; sesuai. Lihat Anton M Moeliono
dkk, Kamus Besar Bshasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan
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kesinkronan adalah perihal persesuaian (dengan). Bila
dikaitkan dengan judul penulisan ini, maka dapat diartikan
dengan perihal kesesuaisn peraturan perundang-undangan
nasional tentang ZEE dengan Konvensi Hukum Laut 1982 yang
telah diratifikasi dengan UU Pengesshan.

3. Yang dimaksud vurisdiksi dalam penulisan ini adalah
kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda
atan peristiwa (hukum).zg Dengan adanya yurisdiksi ini
negara memiliki kewenangan untuk membuat ketentuan prosedur

penegakan hukum dan melskukan penegakan hukum.

4. XKerangka teori

Gunsa kepentingan analisis pembahasan terhadap
permasalahan, penulis akan menggunakan asas " lex posteriori
derogat legi priori" sebagal dasar berpijak. Asas ini akan
bermanfaat bilamana terdapat konflik hukum antara peraturan
perundang—undangan yvang lama dengan vang baru, yang mengatur
hal yang sama. Terhadap asas 1ini, Sudikno Mertokusumo
menguraikan sebagsai berikut:21

Konflik dapat terjadi juga antara peraturan perundang-

undangan vyang lama dengan yang baru, yang mengatur hal
vang sama. Kalau diundangkan peraturan baru yang tidak

..Continued. ..
Kebudayaan, Jakarta, 1988, h. 845,

zgShaw, International Law. Butterworths, London, 19886,
p. 342 dalam Huala Adolf,
Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 1921, h. 143.

Z2lgudikno Mertokusumo, loc. ecit.
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mencabut peraturan yang lama yang mengatur materi yaiz
sama sedangkan kedua-duanya saling bertentangsan satu
sama lain maka peraturan yang baru mengalahkan atau
melumpuhkan peraturan yang lama: lex posteriori derogat
legl priori.

Dengan menggunakan asas ini, penulis akan berupsaya
melakukan analisis terhadap UU ZEE Indonesia dengan Konvensi
Hukum Laut 1982 vyang telah diratifikasi dengan uu
Pengesahan. Dari analisis ini akan diketahui apakah di dalam
UU ZEE Indonesia terdapat ketentuan vang bertentangan dengan
Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam hal tidak terdapat ketentuan
vang ssaling bertentangan, maks UU ZEE Indonesia telah
sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Tetapi bilamana
terdapat ketentnan vyang saling bertentangan, maka UU ZEE
Indonesis perlu disinkronkan dengan EKonvensi Hukum Laut
1982. [EKesinkronan UU ZEE Indonesia terhadap Konvensi Hukum
Laut 1882 adalah perlu, mengingat bahwa Konvensi Hukum Laut
1982 telah diratifikasi dengan UU Pengesahan. Dengan adanya
ratifikasi tersebut, Konvensi Hukum Laut 1882 telah menjadi
bagian dari hukum nasional.

Sedangkan berkaitan dengan masalah ratifiksasi,
Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hukum Laut
1982 karena Indonesia berpendapat bahwa Indonesia mempercleh
banyask manfaat dari Konvensi Hukum Laut 1982. Hal ini
seperti dinyatakan Pemerintah (vang diwakili oleh Departemen
Luar Negeri) di hadapan Sidang Paripurna DPR RI mengenai

Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan "Konvensi
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Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 tentang Hukum Laut":22

Indonesia merupakan salah satu Negara yang psling banyak
memperoleh manfaat dari Konvensi (Hukum Laut, penulis)
tersebut. Hal 1ini disebabkan Konvensi ini tidak =saja
mengakui Asas Negara Kepulauan yang menjadi kepentingan
utama Indonesia, melainkan juga mencakup di dalamnya
kepentingan-kepentingan Indonesisa lainnya seperti
perluasan Zona Tambahan, Pengaturan Selat yang digunakan
untuk pelayaran Internasional, pemanfaatan kekayaan
hayati dan non-hayati di Zona Ekonomi Eksklusif dan
Landsas Kontinen, pelestarian lingkunagn 1laut, dan
penambangan di samudera dalam. Cleh sebab itu kiranyva

tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak meratifikasi
Ronvensi ini.

Dengan demikian, motivasi Indonesia meratifikasi Konvensi
Hukum Laut 1982 lebih ditekankan karena mendspat manfaat
dari Konvensi Hukum Laut 1982. Bahkan, Fraksi ABRI DPR-RI
memberikan uraian yvang rinci berkenaan dengan manfaat vyang
didapat Indonesia dari Konvensi Hukum Laut 1982:23

Apabila kita merinci manfaat yvang dimaksud, maka vang

terutama adalah pengakuan terhadap Asas Negara Kepulanan

vang menjadi kepentingan Indonesia, di samping mencakup

pula kepentingasn-kepentingan lainnya sebagai berikut:

1. Perluasan Zona Tambahan.

2. Pengaturan Selat vyang digunakan untuk pelayaran
Internasional.

3. Pemanfaatan kekayaan hayati dan non-haysti di Zona
Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.

4. Pelestarian Lingkungan Laut, dan

5. Penambangan di Samudera Dalam.

22Lihat Keterangan Pemerintsh di hadapan Sidang
Paripurna DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang

Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 tentang
Hukum Laut, h. 7.

23L,ihat Pendapat Akhir Fraksi ABRI DPR-RI Atas Rancang-
an Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan
United MNations Convention on the Law of the Sea (Konvensi

PBB tentang Hukum Laut), h. 10.
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Lebih jauh dikatakan bahwa:24

Dengan demikian di samping manfaat yang diperoleh dari

Ronvensi sebagail tersebut di atas, terjamin pula hak dan

kewenangan Indonesia untuk mengatur sendiri perairan di

selurvh Indonesia yang termasuk yurisdiksinya dalam hal:

1. Hewujudkan penegakan hukum dan kedaulatan baik
preventif msupun represif.

Z. Penggunaan seluruh wilayah perairan Indonesia sebagai
media lintas damai maupun perdagangan antar negara
serts untuk kepentingan perdagangan antar pulau guna
mencukupi kebutuhan pokok rakyat dan dalam usahsa
membina persatuan dan kessatuan bangsa.

3. Pemanfaatan seluruh kekayaan laut baik vang berups
kekayaan alam hayati maupun non-hayati bagi
kepentingan kesejahteraan bangsa dan negara.

Dari pendapat Pemerintah yang diwakili Menteri Luar
Negeri maupun Fraksi ABRI DPR-RI di atas, dapat diketahui
bahwa Indonesia menganggap perlu dilakukan ratifikasi
terhadap Konvensi Hukum Laut 18982. Dengan adanya ratifikasi
tersebut membawa konskuensi 1logis di tingkat nasional,
regional maupun internasional.25 Di tingkat nasional, di
samping perlunya mengadskan penyesuaian peraturan perundsng-
undangan yvyang ada dengsan _ketentuan—ketentuan Konvensi,
diperlukan pula peraturan perundang-undangan yang baru yang
sesuai dengan ketentuan Konvensi yang sebelumnya tidak/belum
diatur dalam hukum nasional. Dalam rangka inilah, maka

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang HNomor

241pid.

25Lihat Pidato Menteri Luar Negeri RI di Hadapan Sidang
Paripurna DPR-RI pada Penerimasan Rancangan Undang-Undang
tentang Pengessahan United nations Convention on the Law of
the Sea (Konvensi PBB tentang Hukum Laut), Jakarta, 20
Desember 1985, h. 2-3.
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5 tahun 18983 mengenail Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak
lama setelah EKonvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dibuksa
untuk ditandatangani. Pemerintah juga telah mengundangkan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
vyang mengacu pada ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.
Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1873 tentang Landas
Kontinen perlu dilakukan peninjauan kembali guna disesuaikan
dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1882.

Di tingkat regional, kita perlu menyelesaikan penentuan
batas maritim dengan negara-negara tetangga vang sebagian
telah dilakukan sebelum Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982
selesaj disusun. Batas maritim tersebut meliputi bstas laut
teritorial, batas =zona tambahsan, batas- landas kontinen
maupun batas zona ekonomi eksklusif.

Di tingkat internasional, ratifikasi Indonesia atas
Konvensi diharapksn akan mendorong negara-negara lain
melakukan yang sama, sehingga Konvensi tersebut dalam waktu
vang tidak terlalu lama dapat mulai berlaku, yakni 12 bulan
setelah ratifikasi ke 60. Bagi Indonesia sendiri makin cepat
Konvensi berlaku makin baik, karena hal ini akan memperkokoh
kedudukannya sebagal negara kepulauan.

Terlepas apakah ratifikasi Indonesia berpengaruh
terhadap negara lain dalam melakukan ratifikasi, Guyans

merupakan negara ke-60 yang melakukan ratifikssi terhadap

Konvensi Hukum Laut 19882. Ratifikasi ini dilakukan tanggal

TESIS KESINKRONAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ... WINASIS YULIANTO



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

20
16 Nopember 1993. Karena itu, Konvensi Hukum Laut 1982 mulai
berlaku efektif mulai tanggsl 16 Nopember 1994.

Dari wuraian di atas dapat diketshui bahwa ratifikasi
Konvensi Hukum Laut 1982 membawa dampak penting bagi
pengaturan peraturan perundang-undangan nasional dealam
bidang kelautan, termasuk ZEE. Dampak penting vang dimaksud
adalah perlunya Indonesia melakukan penyesuaian (me-review)
peraturan perundang-undangan yang ada dengsan ketentuan
Konvensi Hukum Laut 1982. Kedua, Konvensi Hukum Laut 1882

menjadi bagian dari hukum nasional.

5. Metoda
5.1. Pendekatan masalah

Penelitian ini merupakan type penelitian doktrinal,
vang dalam hal ini berupaya membuktikan apakah terdapat
ketidaksinkronan (konflik hukum) antara UU ZEE Indonesisa
dengan Konvensi Hukum Laut 1882. Pembuktian ini dilakukan
dengan metode interpretasi gramatikal dan perbandingan
hukum. Dengan metode interpretasi gramatiksal, akan
mengartikan term hukom astau suatu bagian ksalimat menurut
bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.26 Sedangkan metode
perbandingan hukum dilakukan terbatas terhadap substansi UU
ZEE Indonesia dan Konvensi Hukum Laut 1882. Type penelitian

2Bphilipus Mandiri Hadion, Bengkajian Llmu Hukum Dogma-
y , Majalah Yuridika No. 8 Tahun IX November-

Desember 1994, h. 6.
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ini berbeda dengan penelitian hukum sposiologis vang
menggunakan hanys metode yang bisa diamati panca indera.27
5.2. Bahan hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan nasional dan Konvensi Hukum
Laut yang memuat asas dan norma yang berkaitan dengan
ZEE. Atas kriteria ini, ditetapkan peraturan perundangan
tentang ZEE yang dijadikan sumber bahan hukum adalah:

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesis;

b) Undang-Undang HNomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan
Konvensi PBB tentang Hukum Laut;

c¢) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang
Pengelolsan Sumber Days Alam Hayati di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia;

e¢) Ronvensi Hukum Laut Tahun 1882.

2. Bahan pustaka, terdiri dari buku, hasil penelitian, hasil
simposium, hasil 1lokakarva, Jjurnal dan media massa.
Sebagaimana halnya dengan peraturan perundangan di atas,
penentuan atas pemilihan bahan pustaka jugs didasarkan
pada termuatnva pemikiran tentang asas daen norma yang

berkaitan dengan ZEE.

271bid., h. 2.
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5.3. Prosedur pengumpulan bahan hukum
Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan
diidentifikasi sesuai kebutuhan penelitian, untuk digunsakan
sebagai bahan analisis pokok masalah penelitian.
Inventarisasi dan identifikasi bahan hukum dilakukan dengan
menggunakan sistem kartu {(card system) bagi bahan hukum vang

berasal dari bahan pustaka. Inventarisasi dan identifikasi

ini dilakukan berdasarkan pengarang (subyek). Sedangkan
bahan hukum vyang berasal darti peraturan perundangan
dikumpulkan dengan wmelakukan penelusuran satau penemusan

kembali melalui daftsr petunjuk peraturan perundang-
undangan.
3.4. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Berdasarkan uraian pendekatan masalah, maka pengolahan
bahan hukum dilakwvukan dengan snalisis kualitatif. Analisis
kualitatif tersebut dilakukan dengan memperhatikan langkah-
langkah reduksi bahan hukum, display bahan hukum serta
mengambil kesimpulan dan verifikasi. Reduksi bahan hukuom
dilakukan dengan disingkst, direduksi, disusun lebih
sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yasng penting, diberi
susunan vang lebih sistematis, sehingga lebih nudah
dikendalikan. Selanjutnya membuat display {gambaran)
keseluruhan dari bahan hukum yang ada. FPengambilan
kesimpulan dilakukan sejak awal penelitian dan kesimpulsan

tersebut diverifikasi {(dibuktikan) selama penelitian
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berlangsung.28

6. Tujuan penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk: pertama, m@mengem-
bangkan ilmu pengetshuan khususnya ilmu hukum (internasi-
onal). Kedua, hasil penelitian ini diharapkan dspat menjadi
dasar peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian hukum
internasional, khususnya dalam bidang hukum laut. Ketigs,
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi
penentu kebijaksanaan hukum nasional dalam menetapkan

peraturan perundangan di bidang lsaut, khususnya tentang ZEE.

7. Pertanggungjawaban Sistematiksa

Uraian dalam tesis ini akan terdiri dari 4 (empat) bab.
Bab I adalsh Pendahuluan. Bab Pendahuluan ini diletakkan
pada Bab I dengan alasan sebagsi dasar berpijak dari
penulisan tesis. EKarena itu, Bab Pendahuluan berisikan:
latar belakang permasalahan, perumussn masalah, definisi
konseptual, kerangka teori, metoda, tujuan penulisan dan
pertanggungja-waban sistimatika.

Bab I1I adalah Pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982
terhadap negara psntai dan negara lain di ZEE. Masalah

Pengaturan KRonvensi Hukum Laut 1982 ini diletakkan pada Bab

283 Nasution, iti i
tif, Tarsito, Bandung, 1896, h. 129-130. '
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I1, dengan tujuan untuk mengetahui hak, yurisdiksi dan
kewajiban negara pantai di ZEE. Disamping itu Jjuga untak
mengetahui hak dan kewajiban negara lain di ZEE, serta
status hukum ZEE. Dengan telah diketahuinya pengaturan
Konvensi Hukum Laut 1982, akan menjadi dasar berpijak untuk
melakukan perbandingan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan nasional tentang ZEE.

Bab III adalsh Kesinkronan Undsng-Undang Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesis Terhadap Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam
Bab III ini akan dikaji apaksh adanya dua ketentuan tentang
ZEE Indonesia, yaitu Konvensi Hukum Laut 1982 dan UU ZEE
Indonesia, merupakan duslisme peraturan perundangan di
bidang ZEE Indonesia. Disamping itu, juga sakan dilakukan
komparasi antara ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1882
dan ketentuan hukum nasional Indonesia yang berkaitan dengan
Zonsa Ekonomi Eksklusif, khususnya UU ZEE Indonesis,
mengenai: lebar ZEE, ZEE Indonesis yang tumpang tindih
dengan negara lain, hak berdaulat, hak lain, yurisdiksi, dan
‘kewajiban Indonesia di ZEE, kegiatan-kegiatan di ZEE
Indonesia, ganti rugi, dan penegakan hukum dan ketentuan
pidana di ZEE Indonesia. Komparasi ini dilakukan untuk
mnengetahui sapakah peraturan perundang-undangan nasional
tentang ZEE telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1882.

Bab IV adalah Bab Penutup. Bab Penutup ini merupakan

kesimpulan dari permasalahan yang diajukan. Dengan adanya
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Bab Penutup ini, diharapkan permasalahan dari penulisan

tesis ini akan terjawsb.
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BAB 11
PENGATURAN EONVENSI HUKUM LAUT 1982 TERHADAP
NEGARA PANTAI DAN NEGARA LAIN

DI ZONA EEKONOMI EKSKLUSIF

2.1. Hak, vwyurisdiksi dan kewajiban negara pantai di Zona

Ekonomi Eksklusif

Berkaitan dengan hak negara pantai di ZEE, Pasal 56
ayat 1 (a) Konvensi Hukum Lant 1982 menetapkan bahwa negara
pantai dalam ZEE memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi dan
eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan
alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas
dasar laut dan dari dasar lsut dan tanah di bawahnya dan
berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi
dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi
energl dari air, arus dan angin. Daril ketentuan Pasal 58
ayat 1 (a) EKonvensi Hukum Laut 1982 ini, dspat diketahui
bahwa Konvensi Hukum Laut 1982 mengakui hak berdaunlat negara
pantai untuk tujusn eksplorasi dan eksploitasi, konservasi
dan pengelolaan sumber kekayaan alam di ZEE.

Sekalipun negara pantai memiliki hak berdaulat untuk
melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan
pengelolaan sumber kekayaan alam di ZEE, tetapi negara
pantai memiliki keterbatasan dalam mengdunakan hak tersebut.

Hal ini didasari pemikiran bshwa disamping menetapkan hak

26
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bagi negara pantail, Konvensi Hukum Laut 1982 juga menetapkan
kewajiban yang harus dipatuhi oleh negara pantai. Kewajiban
negara pantal tersebut antara lain dalam bidang konservasi
sumber kekaysaan hayati. Dalam bidang konservasi sumber
kekayaan haysti, negara pantai memiliki keharusan untuk
menetukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat
diperbolehkan dalam ZEE—nya.1 Penentuan jumlah tangkapan
sumber kekayaan hayati vang dapat diperbolehkan ini
mengandung dua tu:juan:2
1. Agar sumber kekavaan hayati di ZEE tidak dibahayvakan oleh

eksploitasi vang berlebihan;

2. Untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis vang
dapat dimanfaatkan pads tingkat yang menjamin hasil
maksimum vang lestari.

Sedangkan dalam bidang pemanfaatan sumber kekayaan
hayati, negara pantai memiliki kewajiban untuk menetapkan
kemampuannya dalam memanfaatkan sumber kekayasan hayati ZEE.3
Dalam hal negara pantai tidak memiliki kemampusan untuk
memanfaatkan seluruh jumlah tangkapsan vang dapat
diperbolehkan, maka negara pantai memberi kesempatsn pada

negaera 1lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan vang dapat

1Lihat Pasal 61 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982.
2Lihat Pasal 61 ayat 2 dan 3 Konvensi Hukum Laut 1882.
3Lihat Pasal 62 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982.
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diperbolehkan yang masih tersisa.? Bagi warga negara lain
yang menangkap ikan di 2ZEE, harus mematuhi tindsakan
konservasi, ketentuan dan persysratan lain vang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan negars pantai.

Ketentuan dalam EKonvensi Hukum Laut 1882 mengenai
diberikannya kesempatan kepada negara lain untuk ikut
memanfaatkan sumber kekayvaan hayati bilamana negara pantai
belum mampu memanfaatkan seluruh Jjumlah tangksapan vyang
diperbolehksan, adalah merupakan ketentuan yang menarik.
Dasar pemikiran ini adalah bashwa ketentusn EKonvensi Hukum
Lant 1982 berkenaan dengan pemanfasatan sumber kekayaan
hayati memuat keinginan pemanfaatan laut untuk kepentingsan
bersama umat manusia. Diharapkan dengan pemanfaatan laut
untuk kepentingan bersams umat manusia, maka umat manusia
akan memiliki taraf kesejshteraan yang lebih baik. Dengan
demikian, 1laut akan menjadi salah satu sumber peningkatan
kesejashteraan umat manusia.

Berkaitan dengan yurisdiksi negara pantai di ZEE, Pasal
56 ayat 1 (b)) menetapkan bahwa negara pantai dalam ZEE
memiliki yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan
yang relevan dengan Konvensi Hukum Laut 1882 berkenaan
dengan:

1. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan

41bid.
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bangunan ;
Z. Penelitian ilmiah kelautan;
3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Ketentuan vyang relevan dengan pembuatan dan pemakaian
pulau buatan, instalasi dan bangunan adalah Pasal 60
Konvensi Hukum Laut 1882. Eetentuan Pasal 6@ tersebut
mengatur tentang pulau buatan, instalasi dan bangunan di
ZEE. Menurut Pasal 60 ini, negara pantai di ZEE memiliki hak
eksklusif untuk membangun dan untuk menguasakan dan mengatur
pembangunan, operasi dan penggunaan:

a. Pulau buatan;

b. Instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya;

c. Instalasi dan bangunan vang dapat mengganggu pelaksanaan
hak-hak negara pantai dalam zona tersebut.

Di samping memiliki hak eksklusif tersebut, di ZEE negara

pantal memiliki pula yurisdiksi eksklusif terhadap pulaun

buatan, instalasi dan bangunan sebagaimana disebutkan pada

hak eksklusif tersebut. Yurisdiksi eksklusif ini termasuk

pula yang bertalian dengan peraturan perundang-undangan bea

cukail, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.

Masih berkaitan dengan pulau busatan, instalaéi dan
bangunan di ZEE, nedars pantai memiliki kewajiban untuk
memberitahukan mengensai pembangunan pulsau buatan, instalasi

dan bangunan. Terhadap pulau buatan, instalasi dan bangunan
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vang ditinggalkan atau tidak terpakai, negara pantai
memiliki kewajiban untuk melakuksan pembongkaran.
Pembongkaran tersebut guna menjamin keselamatan pelayarsan,
perlindungan lingkungan 1laut dan hak-hak serta kewajiban
negara-negara lain.

Dalam hal diperlukan, negara pantai dapat menetapkan
zona keselamatan di sekeliling pulau buatan, instalasi dan
bangunan di ZEE. Pada zona keselamatan ini, negara pantai

dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin

instalasi dan bangunan tersebut. Lebar zona keselamatan
tersebut harus memperhatikan standar internasional yang
berlaku dan tidak melebihi 50@ meter sekeliling bangunan
diukur dari setiap titik terluar, kecuali diizinkan oleh
standar internasional vang diterima secara umum. Terhadap
pulan buatan, instalasi dan bangunan tidak memiliki status
pulau, sehinggs tidak memiliki 1laut teritorial sendiri.
Karena itu, kehadirsn pulau buatan, instalasi dan bangunan
di ZEE tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial,
- ZEE atau landas kontinen.

Selanjutnysa, yurisdiksi negara  pantai terhadsap
penelitian ilmiah kelautan diatur Pasal 56 ayst 1 (b) (ii).
Ketentuan tentang penelitian ilmiah kelautan tunduk pada
"~ ketentuan yang releven dalam Konvensi Hukum Laut 1882,

Retentuan vang dimaksud adalah Bab XIII tentang penelitian
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ilmiah kelautan, khususnya Passal 246 sampai dengan Pasal
233.

Ketentuan Passal 246 menetapkan bahwa negara pantai
dalam melaksanakan vurisdiksinya mempunyai hak untuk
mengatur, mengizinkan dan menvelenggarakan penelitian ilmiah
kelautan di ZEE (dan landas kontinen)nya. Ketentuan ini
berarti bahwa setiap penelitian ilmiah kelautan dalam ZEE
harus diselenggarakan dengan izin negara pantai. Tanpa izin
negars pantai, maka penelitian ilmiah kelasutan di ZEE tidak
dapat diselenggarakan. Sedangkan bagi negars pantai sendiri,
negara pantai dalam keadsan biasa harus memberikan izin
terhadap provek penelitian ilmiah kelautan vang
diselenggarakan oleh negara lain atau organisasi
internasional vang berkompeten di ZEE negara pantai.
Penelitian 1ilmish kelautan ini semata-mata harus diarahkan
untuk tujuan damai dan menambah pengetahuan ilmiah tentang
lingkungan laut demi kepentingan umat manusisa.

Sekalipun dalam keadaan biasa negara pantai harus
memberikan 1izin terhadap proyek penelitian ilmiah kelautan
dalam ZEE-nya, tetapi negara pantai berwenang untuk tidsak
A memberikan persetujuan guns diselenggarakannya proyek
penelitian ilmiah kelautan, apabila proyek tersebut:®

a. Mempunyai arti langsung bagi eksplorasi dan eksploi-
tasi kekavaan alam, baik hayati maupun non-hayati;

5Lihat Pasal 246 ayat 5 Konvensi Hukum Laut 1882.
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b. Heliputi penyebaran dalam landas kontinen, penggunaan
bahan peledak atau pemasukan bahan-bahan berbahaya ke
dalam lingkungan laut

c. Meliputi konstruksi, operasi atau penggunaan pulau-
pulau buatan, instalasi-instalasi atau bangunan-ba-
ngunsn sebagaimana tersebut pada FPasal 60 dan B@;

d. Mengandung informasi yvang disampaikan menurut Pasal
248 mengenai sifat dan tujuan proyek vang tidsk tepat
atau apabila negara atau organisasi internasionsal
vang menyelenggarakan riset mempunyai kewajibsn vang
belum dilaksanakan terhadap negara pantai berdasarkan
provek penelitian terdahulu.

Di samping negara pantai diberi wewenang untuk tidak
memberikan persetujuan penelitisn ilmiah kelautan di ZEE-
nva, Konvensi Hukum Laut 1982 jugs memberikan wewenang untuk
melakukan penangguhan atau penghentian kegiastan penelitian
ilmiah kelsutan. Pasal 153 memberiksn wewenang pada negars
pantai untuk melakukan penangguhan penelitian ilmiah
kelantan apabila kegiatan penelitian tersebut tidak
diselenggarakan sesuai dengan informasi vyang disampaikan
vang mendasari persetujusn negara pantasi, dan negara sataun
organisasi internasional vyang menyelenggarsakan kegiatan
penelitian ilmiah kelautan tersebut gagal memenuhi ketentuan
Pasal 249 berkenaan dengan hak negara pantai terhadap proyek

penelitian ilmish kelautan.6

BPasal 249 RKonvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bsahwa
negarsa atau orgsnisasi internasional yang berkompeten
apabila melakssnakan penelitian ilmiah kelautan di ZEE (dan
landas kontinen) suatu negara pantai harus nemenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. Menjamin hak negara pantai, bila negara pantai menghen-
daki untuk berperan serta stau diwakili dalam proyek
penelitian ilmiah kelauntan; . .

b. Memberikan laporan sementara dan hasil akhir serts
kes%mgulan setelah penyelesalan penelitian kepada negsarsa
pantai;

c. Sanggup memberikan akses bagi negara pantai;
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Negara pantsi juga berwenang untuk menuntut penghentisn
setiap kegiatan penelitian ilmiah kelautan apabila:

1. Tidak memenuhi kewajiban memberikan informasi kepada
negara pantai vyang mengakibatkan timbulnya perubahan
utama dalam proyek atau kegiatan penelitian vang
dimaksud;

2. Salah satu keadaan dari alasan penangguhan penelitian
ilmiah kelautan tidak dibetulksan dalam tenggang waktu
vang wajar.

Dengan sdanys pemberitahuan negarsa pantai mengenai
keputusannya untuk menangguhkan atau menghentikan kegiatan
penelitian ilmiah kelavtsn, maka negars atau organisasi
internasional yang menyelenggsrakan kegiatan penelitian
ilmiah kelautan harus menghentikan kegiatannysa. Tetapi
apabila negara atan organisasi internasional vang
menyelenggarakan kegiatan penelitian ilmiah kelautan telah
memenuhi persyaratan, maka negara pantai harus mencabut
kembali keputusan untuk menangguhkan kegiatan penelitian
ilmiah kelautan tersebut.

Ketentuan tentang vyurisdiksi negars psantai terhsadsp

. e Continued...

d. Apabilas dimints, memberikan kepada negara psantai susatu
penilaian data, contoh dan hasil-hasil yang dimaksud atau
memberikan bantuan dalam penilaian atau interpretasinys;

e. Menjamin bahwa hasil riset dapat diperoleh secars
internasional;

Memberitahu dengan segera negara pantai atas perubahan
dalam program penelitian;

g. Memindahkan instalasi atau peralatan penelitian bila
penelitian telah selesai, kecuali bila disepakati lain.
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perlindungan dan pelestarian lingkungan laut tertuang dalam
Pasal 58 ayat 1 (b) (iii). EKetentuan lain vyang relevan
dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut adalah
Bab XII mengenai perlindungan dan pelestarian 1lingkungan
laut, yaitu Pasal 192 sampai Pasal 237. Ketentuan Pasal 192
menetapkan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk
melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Dari ketentuan
ini dapat ditarik pengertian bahwa di samping memiliki hsk
berdaulat untuk mengeksploitasi kekayaan alam, negsara-negarsa
memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan
lingkungan laut. Kewajiban ini tidak terbatas pada negara-
" negars pantai, tetapi ditujukan pada negara-negara di
"masyarakat internasional.

Sebagai realisasi dari kewsajiban tersebut, negara-
negara harus mengambil tindakan untuk mencegah, mengurangi
dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut. Disamping itu,
negara-negara Jjuga harus mengsmbil segala tindakan yang
" perlu untuk menjamin agar kegiatan yang berads di bawsh
vurisdiksi atau pengawasan negara tersebut dilakukan dengan
cara-cara vyang tidak mengskibatkan kerusakan. Tindakan-
tindakan yang diambil oleh negara-negars harus dilakukan
dengsan cara-cara yang tidak mengakibatkan kerusakan.

Tindakan-tindakan yang diambil oleh negars-negara harus

TESIS KESINKRONAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ...WINASIS YULIANTO




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

35
meliputi segala sumber pencemaran lingkungan laut:7

a. Dilepaskannya bahan-bahan vyang beracun, berbahaya

atau mengganggu, khususnys bahan-bahan yang persis-

ten, yvang berasal dari sumber daratan, dari atau me-

lalui undara, atau karena dumping;

Pencemaran dari kendarasan air;

¢. Pencemaran dari instalasi dan peralatan vang diguna-
kan dalam eksplorasi atau eksploitasi kekayaasn alam
dasar laut dan tanah di bawahnya;

d. Pencemaran dari instalasi dasn perslstsn lain vyang
dioperasikan dalam lingkungan laut.

o

Selanjutnya tindakan vang diambil oleh negara-negara untuk
mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan
laut tersebut harus dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan nasional.®

Guna mengimplementasikan peraturan perundang-undangan
vang mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran
lingkungan laut, EKonvensi Hukum Laut 18982 memberikan
kewenangan pemaksaan penaatan. Eetentuan Pasal 220
memberikan kewenangan penaatan khusus oleh negara pantai,
apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangsn di
{laut teritorial atau) ZEE negara itu. Dalam hal terdspat
alasan vang jelas untuk menduga bahwa suatu kendaraan air
vang berlayar di ZEE (atau laut teritorial) telah melanggar
ketentuan vyang berlaku untuk pencegahan, pengurangan dan
pengendalian pencemaran yang berasal dari kendaraan air,

maka negara tersebut dapat meminta informsasi tentang

TLihat Passl 194 ayat 3 Konvensi Hukum Laut 1982.
8Lihat Pasal 207 - 212 Konvensi Hukum Laut 1882.
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identitas dan pelabuhan pendaftarannya, pelasbuhan terakhir
dan yang akan disinggashi kendaraan air tersebut. Bila
terdapat bukti yang jelas bahwa sustu kendaraan air telah
melakukan pelanggaran di ZEE yang menyebabkan atau mengancam
akan menimbulksn kerusakan besar, maka negara pantai dapat

melakukan penuntutan, termasuk penahanan kendarasn air

tersebut.

2.2. Hak dan kewajiban negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif

Ketentusn Pasal 58 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1882
menetapkan bahwa semua negara, berpantai atau tidak
berpantail, di ZEE menikmati kebebasan pelayaran, kebebasan
penerbangan, kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawzh laut,
dan penggunasan laut lain vyang sah menurut hukum
internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini.
Dari ketentuan Pasal 58 ayat ‘1 ini dapat ditarik pengertian
bahwa kebebasan-kebebasan yang diskui tersebut tunduk pads
ketentuan yang relevan dari Konvensi Hukum Lsut 1882. Kedus,
ketentuan Pasal 58 avyat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 mengskui

kebebasan-kebebasan tersebut merujuk Pasal 87.9 Dengan

9Kebebasan vang ditetapkan Pasal 87 adalah:
Kebebasan berlayar;
Kebebasan penerbangan;
Kebebasan untuk memassang kabel dan pipa bawah laut;
Kebebasan untuk membsngun pulau bustan dan instalasi

lainnya yang diperbolehkan menurut hukum internasionszl;
KEebebasan menangkap ikan;

Eebebasan penelitian ilmiah.

c.oom
D

. )

-0
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demikian, kebebasan-kebebasan terhadap pelayaran, penerbang-
an serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang
digunakan oleh semua negara di ZEE identik terhadap
kebebasan-kebebasan yang sama di laut bebas. 12

Khusus berkaitan dengan kebebasan meletakkan kabel dan
pipa bawah 1laut, EKonvensi Hukum Laut 1982 memberikan
beberapa pengaturan. Pengaturan yvang dimaksud adalah:

1. Pasal 56 ayat 3 yang menvatakan bahwa hak-hak vyang
tercantum dalam Pasal 58 berkensasan dengsn dassar laut dan
tanah di bawahnya harus dilaksanakan dengan Bab VI
tentang Landas Kontinen;

2. Pasal 58 ayat 1 yang merujuk Pasal 87 ayat 1 (e¢) vang
menyatakan bahwa kebebasan negara pantai maupun tidak
berpantai untuk memasang kabel dan pipa bawah laut tunduk
pada bab VI tentang Landas kontinen;

3. Pasal 79 ayat 1 yang menyatakan bahwa semua negara berhak
untuk meletakkan kabel dan pipa bawah lasut di atas landas
kontinen dengan ketentusan ini.

4, Pasal 112 ayat 1 yang menvatakan bahwa semua negara
memiliki hak untuk memasang kabel dan pipa bawah laut di
atas dasar laut bebas di luar landas kontinen.

KEetentuan yang berkaitan dengan kebebasan meletakkan kabel

dan pipa bawah laut di atas tampak mengacu pada ketentuan

10parbara Kwiatkowska, The 200 Mile Exclusive Economic
i pa, Martinus Nijhoff Publishers,

Dordrecht, 1989, p. 200.
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landas kontinen, sekalipun Pasal 112 avat 1 memberikan
kebebssan meletakkan kabel dan pipa bawah laut di luar
landas kontinen. Pemikiran ini didasari kenyataan bahwa
Pasal 87 ayat 1 (c) merupakan ketentuan umum bagi laut
bebas. Sehingga, ketentuan Pasal 112 ayat 1 yang merupaksan
pengaturan di 1laut bebas harus tunduk pula terhadap
ketentuan umum di laut bebas. Dengan demikisn jelas sekali
bahwa pengaturan tentang kebebasan meletakkan kabel dan pipa
bawah laut tunduk pada ketentuan landas kontinen.

Ketentuan Pasal 58 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982
menetapkan bahwa Pasal 88 sampsai 11511 dan ketentuan hukum
internasional lain yang berlaku diterapkan bagi ZEE
sepanjang tidsk bertentangan dengan Bab ini. EKetentuan ini
mengandung arti bahwa ketentuan dan prinsip-prinsip laut
bebas dapat diterapkan pada ZEE, kecuali berkaitan dengan

perikanan.12 Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Barbara

llgetentuan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalanm
. Pasal 88 sampai 115 adalah sebagai berikut: pencadangan laut
_bebas untuk maksud damai (Pasal 88), tidak sahnya _tuntutan
kedaulatan terhadap 1laut bebas (Pasal 89), . ketentuan
pengaturan pelayaran (Pasal 90-98), larangan pengangkutan_
budak belian (Pasal 99), pewbajakan di._laut (Pasal .18@-107),
perdagangan gelap obat narkotika dan bahan psikotropis
(Pasal 198), penyiaran gelap di laut bebas (Pasal 1@8), hak
melakukan pemeriksaan (Pasal 110), hak pengejaran seketika
(Pasal 111), hak untuk memasang kabel dan pipa bawah lsaut
(Pasal 112-115).

12Hasalah periksnan di ZEE merupakan hak eksklusif
negarsa pantai. Bilamana negara pantsai belum nampu
memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan,
maka negars pasntai dapat memberikan kesempatan pada negara
lain wuntuk turut serta memanfaatkan sisa Jjumlah tangkapan
vang diperbolehkan. Periksa Pasal 56 ayat 1 (a) dan Pasal B2
ayat 2 Konvensi Hukoum Laut 1982. Hal ini berbeda dengan
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Kwiatkowska,"Para. 2 of article 58 provides for the applica-
bility to FEEZ of gll the high seas principles and rules,
except those relating to fishing".13
Ketentuan Pasal 58 ayat 3 Konvensi Hukum Laut 1882
menetapkan bahwa dalam melaksanakan hak dan memenuhi
kewajiban di ZEE, negara-negara harus memperhatikan hak dan
kewajiban negara pantai dan harus mentaati peraturan
perundangan yang ditetapkan negara pantai. Dari ketentuan
ini dapat ditarik pengertian bahwa negara—-negara dalam
melaksanakan hak dan kewajibannya di ZEE harus memperhatikan
hak dan kewajiban negara pantai, serta harus mentasti
peraturan perundangan vyang ditetapkan negara pantai.
Eetentuan ini merupakan ketentuan timbal balik dari
ketentuan Pasal 56 ayat 2, dimana dalam melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban di ZEE, negara pantai harus memperhatikan

hak dan kewajiban negara lain di ZEE.

2.3. Status Hukum Zonza Ekonomi Eksklusif
Pengaturan ZEE dalam Konvensi Hukum Laut 1882 telah

menimbulkan perubahan mendasar di dalam huokum laut.

H Perubahan pengatursn itu juga terjadi dalam pembagian

.« Continued...

memiliki hak untuk menangkap ikan. Periksa Pasal 116

A kebebasan menangkap ikan di lasut bebas, dimana semus negara
Konvensi Hukum Laut 1882.

13Barbara Kwiatkowska, loe. cit.
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tradisional antara laut teritorial vang merupakan zons
kedaualatan negara pantai dan laut lepas vang terbuks untuk
semua negara. 14

Akibat pengaturan ZEE dalam Konvensi Hukum Laut 1882,
menimbulkan permasalahan berkaitan dengan status hukum ZEE.
Permasalahan ini muncul akibat adanya hak dan kewajiban
negara pantal, sekazligus bagli negara-negara lain dalam ZEE.
Bahkan dalam pengaturan ZEE dimungkinkan suatu negara ikut
menikmati sumber daya yang ada di ZEE negara pantsai,
sepanjang negara pantai belum mampu memanfaatkan secara
keseluruhan sumber daya alam yang diijinkan. EKarena itu,
dalam masyarakat internasional timbul pendapat apakah stsatus
hukum ZEE sebagsi basgian dari laut bebas, zona sui generis
ataukah status 1lain (di luar bagian dari laut bebas dan swui
g‘eneris).l5

Konvensi Hukum Laut 1982 telsah berupaya
mengakomodasikan perbedaan pendapat tentang status hukum
dari ZEE. Hal ini seperti diuraikan oleh David Joseph Attard
16

vang menyatakan:

UNCLOS 1III has sttempted to accommodate the different

14Chairul Anwar, op. cit., h. 21.

15Fransisco Orrigo Vicuna mengklasifikasikan ZEE dalam

status lain_ dengan istilah zona yurisdiksi nasjional.
Fransisco Orrigo Vicuna,

sity Press, Cambridge, 1888, p. 43-44.

18pgvid Joseph Attard, j i
International Law, Clarendon Press, Oxford, p. 61-B2.

, Cambridge Univer-
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views on the EEZ s juridical nature described as “one of
the most controversial issues facing the Conference’.
The first view envisaged the zone as an extension of the
territorial sea, where the coastal State would enjoy
sovereihnty with certain exceptions. The second view
considered the =zone to have high-seas status, with
certain modifications which allow the coastal State
specific rights over the resources dan jurisdiction over
such matters as environmental protection and scientific
research. This view reflected the concern of maritime
States regarding the quality and guantity of the high-
seas freedoms execisable within the EEZ. Primarily, they
were anxious to ensure that their merchant fleets and
navies were protected from undue inference. The third
and majority view held that the EEZ was a tertium genus,
with its own 1legal regime which did not fit in the
traditional dualistic concept of the sea.

Dari pemikiran David Joseph Attard tersebut tampak
bahwa terdapat 3 perbedaan prinsip mengenail status hukum
ZEE. Pemikiran pertama menggambarkan bahwa ZEE merupakan
‘perluasan laut teritorial, dimana negara pantai dapat
menikmati kedaulatan dengan beberapa pengecualian. Pemikiran
kedua menggambarkan bahwa ZEE memiliki status sebagai laut
bebas, dengan memberikan hak-hak khusus terhadap sumber daya
alam dan vurisdiksi terhadap masalah perlindungan lingkungan
dan penelitisn ilmiah kepada negara pantail. Pendapat ketiga
menggambarkan bahwa ZEE merupakan tertium genus, yaitu =zona
di antara laut teritorial dan laut bebas, dengan pengaturan
"rejim hukum tersendiri.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan status hukum
ZEE sadalah apakah 1latar belakang ZEE diklasifikasikan
sebagai bagian laut bebas, zona sui generis dan status lain.
Barabars Ewiatkowska menguraikan alasan masing-masing

pengklasifikasian. Berkaitan dengan status hukum ZEE sebagai
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bagian laut bebas, Barbara Ewiatkowska memerinci alasan

sebagai berikut:17

1.

Pasal 55 dan 57: ZEE adalah area “di luar dan berbatasan
dengan” laut teritorial tidak melebihi jarak 2060 mil dari
garis dasar darimasns lebar lsut teritorial diukur.

Pasal 56 ayat 1 dan 3: Negaras pantai secara jelas
diberikan hak berdaulat dan yurisdiksi khusus dalam ZEE,
sebagaimans ditetapkan dalam ketentuan vang relevan dalam
Konvensi.

FPasal 58 ayat 1 dan Passl B7: Negars ketiga dalam ZEE
diberikan kebebasan komunikasi yang termuat dalam Pasal
87.

Pasal 58 ayat 2 dan Pasal 88 sampai 115: Prinsip dan
ketentuan laut bebas dibentuk dalam Pasal 88 sampai 115
dan ketentuan lain vyang berhubungan dalam hukum
internasional yang diterapkan dalam ZEE. EKetentuan ini
termasuk prinsip dasar meiarang negara-negara tunduk padsa
beberapa bagian dari laut bebas hinggsa kedsulatan
nasional (Passl 88).

Pasal 86 dan Pasal 33: Sesusail dengan Pasal 88, Bagian VII
(tentang Laut Bebas) berlaku pada Zona Tambahan, dan
kemudian - seperti tampak pada Pasal 33 - berbatasan

dengan laut teritorial dan tumpang tindih sampai 24 mil

17Barbara Kwiatkowska, op. eit., p. 231.
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dengan ZEE.

6. Bagian III: Ketentuan tentang jalur vang melalui selat
vang dipergunakan pelayaran internasional didasarkan pada
perbedaan tradisional antara laut teritorial dan laut
bebas. Pasal 35 (b), 36-38 dan 45 ayat 1 (b) secara
eksplisit mengenai “laut bebas dan ZEE'.

7. Pasal 111: hak negara pantai untuk melakukan pengejaran
seketika dari ZEE didassarkan pada perbedsan tradisional
antara laut teritorisl dan lsaut bebas. Sebagai akibat,
hak tersebut berhubungan hanya dengan pelanggaran hukum
dan peraturan perundang-undangan vang dibuat oleh negara
pantai sesusl dengasn Konvensi guna tujuan ZEE, dan
pengejaran seketika berhenti ketika memasuki laut
teritorial.

Sekalipun alasan bahwa ZEE merupakan laut bebas begitu
rinci, tetapi penulis berpendapat bahwa ZEE bukan merupakan
bagian dari lﬁut bebas. Dasar pemikirsnnya adalah ketentuan
vang tercantum dalam Pasal 55 Konvensi Hukum Laut 1982 vyang
menyebutkan bahwa ZEE tunduk pada rejim hukum khusus. ZEE
merupakan bagian ysng terpisah dari laut teritorial maupun
laut bebas. Pengan demikian ZEE bukanlah bagian dari laut
bebas. Pemikiran ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh

Chairul Anwar:18

18Chairul Anwar, op. cit., h. 23
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a. Kebebasan untuk mendiriksesn instalasi, melakukan
penangkapan ikan dan melaksanakan riset ilmiah pada
ZEE memerlukan persetujuan dan di bawah pengawasan
negara pantai, sedangkan hal-hal tersebut di atas
pada laut lepas termasuk di dalam kebebasan laut
lepas (freedom of the high seas);

b. Pada ZEE negara pantai mempunyai hak berdaunlat atas
sumber daya alam serta mempunyai yurisdiksi tertentu,
sedangkan pada laut lepas semua negara mempunyai hak
vang sama, dan tidak ada negara vang mempunyal
vurisdiksi tertentu;

¢. Pelaksanaan dari kebebasan laut lepas harus dilakukan
dengan mengingat kepentingan semua negara, sedangkan
pada ZEE pelaksanaan kebebasan laut lepas_ dilakukan,
dengan memperhatikan hak-hak tertentu serta
perundang-undangan negara pantai.

Uraian di atas menjelaskan alasan mnereka yang
berpendapat bsahwa ZEE merupakan bagian dari laut bebas.
Berikut ini akan diuraikan mereka yang berpendapat bahwa ZEE
merupakan 2zona sul generis. Menurut Barbara Kwiatkowska,
alasan mereka yang berpendapat bahwa ZEE merupakan zona sui
generis adalah:19
1. Pasal ©O65: ZEE merupakan area di luar dan berbatasan

dengan 1laut teritorial tunduk pada ‘rejim hukum khusus”
ditetapkan pada Bab V;
2. Pasal 33 ayat 1 dan Pasal 78 ayat 1: EKetetapan ini

nengabaikan beberapa hal berkensan dengan “laut bebas

yang berisikan ketentusan yang tepat tentang Konvensi Laut

Teritorial (Pasal 24 ayat 1) dan Konvensi Landas Kontinen

(Pasal 3) tahun 1858.

3. Pasal 59: Mengensi konflik tentang hak dan yurisdiksi di

19Barbara Kwiatkowsksa, op. cit., p. 232.
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dalam ZEE menyatakan bahwa setiap konflik harus
diselesaikan atas dasar keadilan, dengan mempertimbangkan
seluruh keadaan yang penting dan berkaitan dengan
kepentingan pihak-pihak vang bersangkutan.

Dari dua pengklasifikasian status hukum ZEE di atas,
tampaknya pemikiran bahwa ZEE sebagai =zona swui generis
adalah vang paling tepat. Hal ini seperti yang diungkapkan
oleh Aguilar, Ketua Komite II Konferensi Hukum Laut III yang
menyatakan dalam nota pengantarnyva bahwa ZEE adalah bukan

bagian laut bebas atau laut teritorial, tetapi merupaksan
‘zona sui g.enr:r.‘.e'r.is.2‘a

Pemikiran bahwa ZEE merupakan zona sul generis (rejim
hukum khusus) Jjuga diajukan oleh Hasjim Djalsal yang
menyatakan bahwa," The economic zone is neither territorial
sea nor high seas. It iIs a concept which has its own rules

and regulations, and its own regime".21

Dengan demikian
jelaslah bahwa menurut Hasjim Djalal, ZEE bukan merupakan
laut teritorial maupun laut bebas. ZEE merupakan konsep yang
memiliki peraturan, ketentuan dan rejim hukum tersendiri.
Disamping 2 pemikiran mengenai status hukum ZEE di

atas, sebagai bagian laut bebas dan =zona sui generis,

terdapat Jjuga pemikiran bahwa status hukum ZEE bukan

29pavid Joseph Attard, op. eit., p. B2.

2lyasjim Djalal, Indonesia and the Law of the Sea,
CSIS, Jakarta, 1885, p. 138.

TESIS KESINKRONAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ... WINASIS YULIANTO



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

46
termasuk keduanya. Menurut Barbara Kwiatkowska, dasar
pemikiran bahwa status hukum ZEE bukan termasuk keduanya
adalah:22

1. Pasal 55, 56 dan 58: Konvensi memberikan hak dan
vurisdiksi khusus pads negara pantai, dan hak dan
kebebasan di ZEE pada negara ketiga dan membentuk prinsip
dan ketentuan tentang hak dan kebebasan di ZEE tersebut.
2. Pasal 58 ayat 1 dan 2: Kebebasan komunikasi laut bebas
dari negara ketiga di ZEE distur dalam Pasal 87 tunduk
pada ketentuan yang relevan dari Konvensi. Prinsip dan
ketentuan Bsagian VII dan ketentuan hukum internasional
lain vang berkaitan berlaku pada ZEE sejsauh tidak
bertentangan dengsn Bab V.

3. Passal 86: Pasal ini merumuskan ketentuan tentang
penggunaan Bagiasn VII (tentang Laut Bebas) dan tidak
memberikan definisi lant bebas. Menurut pasal tersebut,
Bagian VII yang tidak dapat diterapkan dalam ZEE adalah
“tidak ada pembatasan kebebasan yvang dinikmati oleh semusa
negarsa pada ZEE sesuai dengan Passl 58°.

4. Pasal 56 ayat 2 dan Pasal 58 ayat 3: Negara pantai dan
negara ketiga dalam menggunaskan hak dan pelaksanaan
kewajiban mereka memiliki kewajiban timbal balik dalam

pengakuan hsk pada hak dan kewsjiban masing-masing syarat

22Barbara Kwisatkowska, op. cit., p. 232.
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ini secara substansial sama dengan standart pengakuan hak
vang ditetapkan oleh Pasal 87 ysng menyusun prinsip
persamaan dan kepatohan persaingsan penggunaan laut. Pada
saat yang sama, negara pantai diwajibkan mengatur dengan
cara yang sesual dengan Konvensi, dan negara ketiga
tunduk terhadap hukum dan ketentuan yang diasmbil oleh
negara pantai sesuai dengan Konvensi dan ketentuan lain
hukum internasional sejauh tidak bertentangan dengan
Bagiasn V.

5. Pasal 87: Pasal ini tidak berkaitan dengan kebebasan lain
‘vang diakui oleh prinsip umum hukum internasional’,
seperti Pasal 2 Konvensi Laut Bebas tahun 1958 yang
mengakul kebebasan lain, tetapi Pasal 2 ini menetapkan
penggunaan kebebasan laut bebas sesuai dengan RKonvensi
(Laut Bebas tahun 1858) dan ‘ketentuan lain hukum
internasioal”.

Uraian di atas menunjukksn bahwa paling tidak terdapat

3 pendapat berkaitan dengan status hukum ZEE. Adanya 3

pendapat tersebut didasarkan pada perbedaan penafsiran

terhadasp Konvensi Hukum Laut 1982 yang mengatur tentang ZEE
atau ketentuan 1lain dalam Konvensi Hukoem Laut 1982 yang
berkaitan dengan ZEE. Tetapi dari ketiga pendapat di atas,
tampak bahwa pendapat yang menyatakan status hukum ZEE
merupakan zona sul generis adalah pendapat terbanyak. Dan

ini sudah dibuktikan dalam uraian di atas. Sehingga jelaslsh
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bahwa status hukum ZEE merupakan zona sui generis atsan

tertium genus antara laut teritorial dengan laut bebsas.
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BAB III
KESINKRONAN UNDARG-UNDANG
ZONA ERONOMI EKSELUSI¥ INDONESIA
TERHADAP KONVENSI HUKUM LAUT 1882

3.1. Dua Ketentuan Nasional tentang Zona Ekonomi Eksklusift/
Pada bab terdahulu telah disinggung tentang pengaturan
ZEE dalam hukum nasional. Dari uraian tersebut, dapat
ditarik pengertisn bahwa terdapat dua ketentuan nasional
tentang ZEE. Ketentuan yang dimaksud adalah UU ZEE Indonesia
dan ketentuan ZEE dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah
diratifikasi. Dengan adanya dua ketentuan di atas, timbul
permasalahan apakah dengan sdanyva dua ketentuan tersebut
mengdakibatkan dualisme dalam pengaturan ZEE.

Seperti diketahui, tanggal 18 Oktober 18983 Pemerintah
Indonesia mengundangkan UU ZEE Indonesia. Dengan diundang-
kannya UU ZEE Indonesia, maka setiap orang terikat untuk
mengakui eksistensi dari undang-undang tersebut. Hal ini
seperti diuraikan oleh Sudikno Mertokusumo vang menyatsakan
bahwa undang-undang mempunyail kekuatan mengikat sejak
diundangkannya di dalam lembaran negars. Ini berarti bahwa

sejak dimuatnya dalam lembaran negara setiap orang terikat

49
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untuk mengakui eksistensinya.1 Dengan demikian, UU ZEE
Indonesia berlaku dan mengikat setiap orang sejak
diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44.

Dua tahun setelah pengundangan UU ZEE Indonesisa,
Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1882
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1885 tentang Pengesahan
United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi
PBB tentang Hukum Laut), untuk selanjutnya disebut Ul
Pengesahan. Ratifikasi ini membawa sakibat hukum menjadi
terikatnya Indonesia terhadap Konvensi Hukum Laut 1982,
termasuk di dalamnya pengaturan tentang ZEE. Dengan demikian
Indonesiasa mwmemiliki dua ketentuan tentang ZEE, yaitu UU ZEE
Indonesia dan UY Pengesshan.

Terhadap permasalahan di atas, penulis berpendapat
bahwa adanya dua ketentuan tentang ZEE di atas tidsak
mengakibatkan adanys dualisme peraturan perundang-undangan
(hukum). Apabila tidak terdapst UU ZEE Indonesia, maka
Konvensi Hukum Laut 1982 belum (bukan “tidak”) dapat
diterapkan. Karena, UU ZEE Indonesia merupakan pelaksanaan
dan penjabaran dari hak-hak yvang ditetapkan dalam Konvensi
Hokum Laut 1882. Sehingga, kedua ketentuan tersebut saling
nelengkapi. Bahkan dalam beberapa pasal tertentu vang

berkaitan dengan ZEE dalam Xonvensi Hukum Laut 1982

1sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,
Liberty, Yogyvakarta, 19898, h. 80.
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nensyaratkan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh
negara pantail. Beberapa pasal tertentu tersebut diantarsanys
adalah:

1. Pasal 58 ayat (3): Dalam melaksanakan hak-hsk dan meme-
nuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di ZEE,
negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya
hak-hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati

peraturan perundang-undangan yang ditetapksn oleh negara

2. Pasal 60 ayat (1): Di ZEE, negara pantai mempunyai hak
eksklusif untuk membangun dan untuk menguasakan dan
mengatur pembangunan, operasi dan penggunaan .......

3. Pasal 82 ayat (4): Warga negarsa lsain yang menangkap ikan
di ZEE harus mematuhi tindakan konservasi, ketentusn dan
persyaratan lainnyse vyang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan negara pantai. ...........

4. Pasal 73 ayat (1): ............ , termasuk menaiki kapsal,
memeriksa, menangkap dan melakuksn proses peradilan,-
sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peratur-
an perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan
ketentuan Konvensi ini.

5. Pasal 73 ayat (3): Hukuman negara pantai vang dijatuhkan
terhadsp pelanggaran peraturan perundang-undangan peri-
kanan di ZEE tidak boleh .............

Dari beberapa ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982
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vang berksaitan dengan ZEE di atas, dapat ditarik pengertian
bahwa Konvensi Hukum Laut 1882 memberikan kewenangan kepada
negara pantai untuk mengatur ZEE-nya. EKewenangan dari
Konvensi Hukum Laut 1982 ini oleh Indonesia diwujudkan dalam
UU ZEE Indonesisa. Dengan demikian jelas bahwa ketentuan
nasional tentang ZEE yvang diatur dalam UU ZEE Indonesisa
maupun dalasm EKonvensi Hukum Laut 1982 vyang diratifikasi

dengan UU Pengesahan bukan merupakan dualisme pengaturan.

Kedua ketentuan tersebut ssling melengkapi guna operasional
pelaksansan hak dan kewajiban yang diberikan oleh Konvensi

Hukum Laut 1982.

3.2. Lebar Zona Ekonomi Eksklusif

Eonvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa ZEE adalsah
daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial dan
tidak melebihi 2060 mil laut dari garis pangkal darimana laut
teritorial diukur. Ketentusn ini tercantum dalsam -Pasal 55
dan Pasal 57 Konvensi Hukum Lsut 1982. Pasal 55 menyebutkan
bahwa:

Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di lusr dan
berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada
rejim hukum khusus vang ditetapkan dalam Bab ini
berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai
dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negarsa lain,
diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi
ini.

#edangkan Pasal 57 KRonvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa

FEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal
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darimana laut teritorial diukur.

Dari Pasal 55 dan Pasal 57 di atas, maka dspat

diilustrasikan lebar ZEE sebagai berikut:

\\——__.——-

Tetapl bila kemudian diperhatikan Pasal 33 EKonvensi Hukum
Laut 1982,2 maka ilustrasi di atas menjadi tidak benar.
Ketidakbenaran ini didasari pemikiran bahwa di luar laut
teritorial sampai 24 mil 1laut terdapat =zona tambahan.
Sehingga apabila zons tambahan (ZT) dimasukkan ke dalam

ilustrasi di atas, maka akan didapat ilustrasi sebagai

berikut:

2pasal 33 Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa:

1. Dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorisl-
nya, vyang dinamakan zona tambahan, Negara pantai dapat

melaksanakan pengawasan vang diperlukan untuk:

(a) mencegah pelanggarsn peratursn perundang-undangan bea
cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalsm wilayah
atau laut teritorialnya;

(b) menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangsan
tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau
laut teritorialnya.

2. Zona tambahan tidak dapat melebihi lebih 24 mil laut dari

garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
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Dengan 1ilustrasi demikian, muncul permasslahan apakah

terjadi tumpang tindih antara ZT dengan ZEE. Menanggapi
permasalshan di atas, David Joseph Attard berpendapat bahwa
sekalipun secara geografis antara ZEE dengan ZT adalah
tumpang tindih, tetapi dalam praktek keduanya tetap berdiri
sendiri.3 Salah satu alasan mengapa beberapa negarsa
mempertahankan ZT adsalah untuk menekankan fungsi ekonomi
pads ZEE. Negara-negarsa tersebut kuatir bilamana
dihapuskannya ZT, maka hak negara pantai dalam ZT akan
diperluas dalam ZEE, yang dengan demikian akan menimbulkan
pembatasan kebebasan pelayaran.?

HMenurut penulis, pendapat Attard di atas menekankan
perbedaan fungsi sntara ZEE dengan ZT. ZEE memiliki fungsi
ekonomi, dimana dijamin bahwa negara pantai memiliki hak

berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konserva-

3David Joseph Attard, The Exclusive Economic Zone in
International Law, Clarendon Press, Oxford, 1987, p. 128B.

41bid.
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si dan pengelolaan sumber dava slam hingga 200 mil.
Sedangkan ZT adalah zona penguat pencegahan (protective
buffer =zone), vyang mengizinkan negara pantai melakukan
pengawasan yang diperlukan guna mencegah dan menghukum
pelanggaran terhadap ketentuan bea cukai, fiskal, imigrasi
atau saniter hingga 24 mil laut.

Dengan demikian jelas bahwa antara ZEE dengan ZT tidak
terjadi tumpang tindih. Di dalam ZEE dan ZT terdapat
perbedaan penekanan fungsi. Pada ZEE, terdapat penekanan
fungsi ekonomi, sedangkan pada ZT penekanan diarahksan
terhadap pencegahan dan penghukuman terhadap pelanggaran bea
cukai, fiskal, imigrasi dan saniter.

Uraian di atas berupaya mengkaji ketentuan internasio-
nal tentang lebar ZEE . Bagsimana dengan ketentuan nasional
tentang ZEE Indonesia? Dalam UU ZEE Indonesia, ketentuan
tentang 1lebar ZEE diatur dalam Pasal 2. Pasal 2 tersebut
menetapkan bahwa:

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di 1luar
dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagasimana
ditetapksan berdasarkan undang-undang yang berlaku
tentang persairan Indonesia yang meliputi dasar laut,
tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas
terluar 280 (dua ratus) mil laut diuvkur dari garis
pangksal laut wilayah Indonesia.

Dari definisi ZEE Indonesia yvang diberikan oleh UU ZEE
Indonesia, dapat ditarik pengertian bahwa definisi tersebut
secara prinsip sama dengan definisi yang diberikan oleh

.Konvensi Hukum Lsut 1982. Dengan demikian menunjukkan bahwa
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pengertian ZEE antara Konvensi Hukum Lsut 1882 dengan UU ZEE
Indonesia adalah sama. Sehingga dalam memberikan pengertian

ZEE, UU ZEE Indonesia telah sinkron dengan Konvensi Hukum

Laut 1982.

3.3. Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berhadapan dengan

negara lain

Dalam kondisi geografis tertentu, ZEE Indonesia tidak
mencapai 200 mil. Hal ini disebabkan ZEE Indonesia
berhadapsn dengan negara lain. Dalam hal adanya ZEE vyang

berhadapan, Pasal 74 Konvensi Hukum Laut 1882 menetspkan

ketentuan sebagsi berikut:

(1) Penetapan batas ZEE antars negars vang pantainya
berhadapan atau berdampingan harus diadakan persetu-
juan atas dasar hukum internasional, sebagaimana di-
tetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasio-
nal, untuk mencapsai suztu pemecahan ysng adil.

(2) Apabila tidak dapat dicapail persetujuan dalam jangka
waktu yang pantas, negara-negara yang bersangkutan
harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalsm Bab
XvV.

(3) Sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana diten-
tukasn dalam ayst 1, negara-negara yang bersangkutan,
dengan semangat saling pengertian dan kerja sama,
harus melakukan usaha untuk mengadakan pengaturan
sementara yang bersifat praktis dan, selama peralih-
an ini, tidak membahayakan atsu menghalangi dicapai-~
nya suatu persetujuan akhir. Pengaturan demikian
tidak boleh merugikan bagi tercapainya penetapan
akhir mengenai perbatasan.

(4) Dalah hal sdanysa suatu persetujuan yang berlsku an-

' tara negara-negars yang bersangkutan, maka masslah
vang bertalian dengan penetapan batas ZEE harus
ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.

Pada prinsipnya, Pasal 74 Kenvensi Hukum Laut 1982

'menghendaki adanya persetujuan internasional antara negara-
|
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negara yvang berkepentingan bilamana terjadi ZEE vang saling
berhadapan. Pemilihan pesetujuan internasionsl sebagai
prioritas utama dalam menyelesailkan ZEE yang berhadspan
adalah sebagaimana dikehendaki Pasal 38 ayat (1) Statuta
Mahkamah Internasional yang menyatakan:

Mahkamsh Internasional dalam mengadili perkaras-perkars

vang diajukan kepadanya, akan mempergunakan:

(1) perjanjian-perjanjian internasional, baik yvang ber-
sifat umum masupun khusus, yvang mengandung ketentuan-
ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh nega-
ra-negara yang bersengkets.

(2) kebiasaan-kebiasaan internasional, sebagsai bukti da-

ripada suatu kebiassan umum yang telah diterima
sebagai hukum.

(3) prinsip-prinsip hukum umum vang diakui oleh bangsa-
bangsa yang beradab.

{(4) keputusan pengadilan dan ajarsn-ajaran sarjana vang
paling terkemuka dari berbagsi negars sebagai sumber
tambahan bagi menetapkan kaedash-kasedah hukum.

Dalam hal persetujuan internasional tidak tercapai,
maka pihak vang bersengketa harus memperhatikan Bab XV
Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Penyelesaian Sengketa.
Dalam Bab ini, pihak yang bersengketa harus bersepakat untuk
menyelesaikan wmasalah dengan cara damai yang mereka pilih
sendiri. Salah satu bentuk cara damai di atas adalah melalui
tukar menukar pendapat mengenai penyelesaian dengan
perundingan atsu cara damai lainnya. Apabila cara inipun
gagal mencapai kesepakatan, maka akan diupayakan
penyelesaisn melalui konsiliasi.

Sedangkan menurut UU ZEE Indonesia, masalah ZEE

Indonesia yang berhadapan dengan negara lain diatur dalam

asal 3. Pasal 3 UU ZEE Indonesia menetapkan bahwa:
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(1) Apabila ZEE Indonesia tumpang tindih dengan ZEE
negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau
berdampingan dengan Indonesia, maka batas ZEE antara
Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan per-

setujuan antara Republik Indonesis dan negara vyang
bersangkutan.

(2) Selama persetujuan sebagsimana dimaksud dalam sayat
(1) belum ada dan tidak terdapat keadasn-keadaan
khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas ZEE
antara Indeonesia dan negara tersebut adalah garis
tengah atau garis sama Jjarak antara garis-garis
pangkal 1laut wilayah Indonesia atau titik-titik
terluar Indonesia dan garis-garis pangkal laut wila-
yah atau titik-titik terluar negara tersebut, kecua-
li jika dengan negara tersebut telah tercapai perse-
tujuan tentang pengaturan sementara yang berkaitan
dengan batas ZEE Indonesia termaksud.

Dari ketentuan Passal 3 UU ZEE Indonesia, dapat diterik
pengertian bahwa Indonesia pada prinsipnya menghendaki per-
setujuan dalam menvelesaikan ZEE vyang berhadapan dengan
negara lain. Dalam hal persetujuan belum dapat dicapai, maka
akan diupayvakan diadskan persetujuan pengaturan sementara.
Tetapi bilamana persetujuan sementara inipun belum dapat di-
capai, maksa pengaturan ZEE yang tumpang tindih tersebut de-
ngan garis tengah atsu sams jarak.

Sekalipun Indonesia memiliki ketentuan tentang penga-
turan tentang ZEE vang berhadapan dengan negara lasin, tetapi
dalam praktek Indonesia belum memiliki persetujuan tapsal
batas ZEE dengan negars-negara dekat. Malaysia, Fili-pina
dan Vietnam adalah merupakan negara-negara dekat Indo-nesia

yvang belum memiliki persetujuan tapal batas ZEE. Khusus

dengan Malaysia, Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengatakén

bahwa Indonesia dan Malaysia bsaru memiliki perjanjian
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penentuan tapa]l batas laut dan tapsal batas kontinen.
Sementara itu, tapal batas ZEE belum pernah dibicarakan.
Menurut Menteri, pihak Malaysia berpendirian menyamakan
batas ZEE dengan batas landas kontinen. Tetapi Indonesia
berargumen, kedua hal itu memiliki kriteria yang berlainan,
sehingga perlu diadakan pengaturan tersendiri tentang ZEE
vang akhirnya disetujui Malaysia.5 Sedangkan dengan Filipina
dan Vietnam, Tajuk Rencana Harian Kompas menvatakan bahwa
dengan Filipina dan Vietnam, yang belum ditentukan adalah
garis perbatasan laut yang berkaitan dengan jalur tambsahan
dan zona eksklusif.®

Terlepas dari ada tidaknya perjanjian tapal batas ZEE
dengan negara dekat, pengaturan terhadap ZEE Indonesia yang
berhadapan dengan dengan negara lain lebih diprioritaskan
diselesaikan mel lui persetujuan. Apabila persetujuan belum
dicapsi, maka pengaturannya dilakukan dengan persetujuan
sementara. Bilamana persetujuan sementara inipun belum
dicapai, maka garis tengah atau sama jarak merupakan penye-
1 lesaian sementara vang adil. Dengan cara pengaturan demiki-
an, penulis melihat adanys kesinkronan antara pengaturan UU
ZEE Indonesia dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Dengan

demikian, berkaitan dengan pengaturan ZEE vang berhadapan

5Harian Kompas, Senin tanggal 14 Oktober 1981, h. 5.

STajuk Rencana Harisn Kompas, Kamis tanggal 24 Desember
1992, h. 4
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dengan negara lain, maka UU ZEE Indonesia telah sinkron

dengan Konvensi Hukum Laut 1882.

3.4. Hak berdaulat, hak lain, yurisdiksi dan kewajiban Indo-
nesia di Zona Ekonomi Eksklusif
Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, ketentuan tentang hak-
hak, vurisdiksi dan kewajiban negara pantai tertuang dalam
Pasal 56 yang menyebutkan bahwa:

1. Dalam ZEE, negara pantai mempunysi:

(a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan
eksploitasi, konservasi dan pengelolasn sumber
kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, da-
ri perairan di atas dasar lsut dan dari dasar
laut dan tanah di bawahnys dan berkenaan dengan
kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eks-
ploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi
energl dari air, arus dan angin;

(b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan
vang relevan Konvensi ini berkenaan dengan:

(i) pembuatan dan pemaksian pulau buatan, in-
stalasi dan bangunan;

(ii) riset ilmiah kelautan;

(iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan la-
ut;

(c) Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan da-
lam Konvensi ini.

2. DPi dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajiban-
nya berdasarkan Konvensi ini dalam ZEE, Negara pantsai
“harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan
kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan sua-

tu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
3. Hak-hak yvang tercantum dalam Pasal ini berkenaasn de-
ngan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksa-

nakan sesuai dengan Bab VI.

Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 di atss padsa
PpPrinsipnya memberikan hak berdaulat kepada negara pantai

untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, Lkonservasi dan

pengelolaan sumber days alasm. Hak berdaulat ini berlaku pada
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perairan di atas dasar laut, dasar laut dan tanah di
bawahnya. Disamping hak berdsulat tersebut, Konvensi Hukum
Laut 1982 juga memberikan yurisdiksi berkenaan dengan:
a. pembuatan, dan pemakaian pulau buatan, instalassi dan ba-
ngunan ;

b. penelitian ilmiah kelautan; dan
¢. perlindungan dan pelestarian lingkungan lsut.
Tetapi dalam pelaksanaan hak-hak di atas, apabila berkaitan
dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, maka pengaturannya
tunduk pada ketentuan tentang landas kontinen Konvensi Hukum
Laut 1982.7

Sementara itu, ketentuan tentang hak berdaulsat, hak la-
in, vurisdiksi dan kewajiban Indonesia di ZEE diatur dalam
Pasal 4 UU ZEE Indonesia. Menurut penulis, ketentuan vyang
tertuang dalam Pasal 4 UU ZEE Indonesia merupakan pengambil-
alihan ketentuan Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982. Bahkan
dapat dikatakan bahwa antsra Pasal 4 UU ZEE Indonesia dengan
Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 adalah sama persis. Hanya
saja, khusus ayat 2 Pasal 4 UU ZEE Indonesia agak berbedsa
dengan ketentuan ayat (3) Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1882.
Dalam Pasal 56 avat (3) Konvensi Hukum Laut 1882, ketentuan
mengenai hak-hak yang tercantum dalam ZEE berkenaan dengan

dasar laut dan tanah di bawahnya dilaksansakan sesuai

: 7Ketentuan tentang Landas Kontinen dalam Konvensi Hukum
'Lant 1982 diatur dslam Bab VI, yaitu dari Pasal 76 hingga
IPasal 85.
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ketentuan tentang landas kontinen. Sedangkan dalam Pasal 4
ayat (2) UU ZEE Indonesia, hak berdaulat, hak lain,
yurisdiksi dan kewajiban Indonesia di ZEE sepanjang
berkaitan dengan dasar laut dan tansh di bawahnysa
dilaksanakan menurut peraturan perundangan 1landas kontinen
Indonesia, persetujuan Indonesia dengan negara tetanggsa
dan ketentuan internasional vang berlaku. Dengan demikian,
ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU ZEE Indonesia memberikan
ketentuan yang lebih rineci.
Sedangkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU ZEE Indonesia

merupakan salah satu bentuk pengakuan Indonesia terhadap

hak-hak negara lain di ZEE Indonesia. Dalam Pasal 4 ayat (3)
U0 ZEE Indonesia 1ini, Indonesia mengskui hak kebebasan

pelayaran, penerbangan, pemasangan kabel dan pipa bawah la-

ut. Dengan adanya ketentuan Pasal 4 ayat (3) ini, Indonesis
tidak hanya memenuhi ketentusn Pasal 58 ayat (1) Konvensi

Hukum Laut 1982,8 tetapi jugs Pasal 79 ayat (1).9

Spasal 58 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1882 menetapkan
bahwa di ZEE, semua Negara, berpantai maupun tidak
berpantai, wmenikmati, dengan tunduk pada ketentuan _vang
relevan Konvensi 1ini, kebebasan-kebebasan  pelayaran dan
penerbangsan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawsah
laut yanﬁ disebut dalam Pasal 87 dan penggunaan lsut lainnva
vang menurut hukum internasional yang bertalian dengan
kebebasan-kebebasan ini, seperti Eenggunaan laut vang
berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat wudara, dan

kabel serta pipa di bawah 1laut, dan sejalan dengan
ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini.

SPasal 79 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan
bahwa semua Negara berhsk untuk meletakkan kabel dan pipsa
bawah laut di atas landas kontinen sesual dengan ketentuan
pasal ini.
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Untuk lebih jelasnya, berikut akan dikutip ketentuan

Pasal 4 UU ZEE Indonesia:

(1) Di ZEE Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan

melaksanakan:
a. Hak berdaulat untuk melaskukan eksplorasi dan
eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber

dava alam hayati dan non-hayati dari dasar 1laut

dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan

kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan
eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pem-
bangkitan tenaga dari air, arus dan angin;

b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:

1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan,
instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan la-
innya;

2. penelitian ilmiah kelauntan;

3. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;

¢. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lalnnya ber—
dasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.
(2) Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah
"di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lasin, yurisdiksi
"dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimak-
sud dalam avat (1) dilaksanakan menurut persaturan
perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, perse-

" tujusn-persetujuan antara Republik Indonesia dengan
negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum
internasional yang berlaku.

(3) Di ZEE Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbang-
an internasionsal serta kebebasan pemsasangan kabel
dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum laut internasional yang berlsku.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU ZEE
Indonesia, Perjanjian Celah Timor (The Timor Gap Treaty)
}merupakan contoh menarik dari pengaturan landas kontinen
Eyang tumpang tindih dengan negara lain. Upayva penyelesaian
landas kontinen vyang saling tumpang tindih ini dilakukan
melalui persetujuan antara Indonesia dengan Australis.
Perjanjian Indocnesia-Australia mengenai zona kerja sama di

Celeh Timor ini ditandatangani tanggal 11 Desember 1989.
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Dalam naskah Perjanjian Celsh Timor, =zona kerja sama di

bagi menjadi 3 daerah (kawasan):lg

1.

Daerah A:

Disebut sebagai Daerah Pengembangan Bersama (Joint Deve-
lopment Zone). Daerah A ini akan dimanfaatkan bersama
oleh kedus belsh pihak dengan pembagian hasil 58 - 50.
Untuk mengelola Daerah A akan dibentuk Dewan Menteri dan
Otorita Bersams.

Daerah B:

Daerah B ini akan digarap oleh Austrsalia, tetapi Austra-
lia akan memberikan kepads Indonesia 16X dari penghasilan
pajak bersih atau “Net Resource Rent Tax" (Net RRT) atau
19 ¥ dari penghasilan pajak kotor (Gross RRT). Selain itu
Australia skan memberikan informasi kepada Indonesia
tentang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Daersh B
sebelum kegiatan tersebut dimulai.

Daerah C:

Daerah C akan digali-kembangkan (digarap) oleh Indonesia
dengan ketentuan bahwa Indonesia akan memberikan hanya
10% dari pajak pendapatan kontraktor. Selain itu Indone-
sia Jjuga akan memberitahukan Australia tentang kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi di Daerah C sebelum melakukan

kegiatan tersebut.

unsantars,

lgHochtar Rusumaatmadja, Perjanjian Indonesia-Australia
, Tidak dlpubilka51kan, Pusat Studi Wawasan
Hukum dan Fembangunan, Bandung, 1898, h. 16-18.
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Terhadap pembagian zona kerja sama dalam Perjanjian
Celah Timor, Dino Patti Djalal menjelaskan ada tigs =zona
dalam perjanjian ini. Zona yang dimaksud adalah: 11

Zone A is handled by a joint-authority with head-quar-
ters 1n Jakarta; Zone B 1s managed by the Australians,
but Indonesia gets 16 percent of the 0il tax produced by
the contractors there; Zeone C is controlled by Indonesia
and, conversely, 10 percent of o0il tax production 1in
this area will go to Australia.

Berkaitan dengan Perjanjian Celah Timor vyang telsah
disepakati tersebut, Prof. Herman Johannes berpendapat bahwa
pembagian Wilayah C untuk Indonesia, B untuk Australia dan A
dikelola antara Indonesia dan Australia tidak menguntungkan.
Sebab, kemungkinan di Wilayah B terdapat 1lebih banyak
potensi minyak dan gas daripada di Daerah A, apalagi di
Daerah C (Dagerah C ini persis di atas palung Timor).12

Pihak Departemen Luar Negeri yang diwakili oleh Direk-
tur Perjanjian Internasional (waktu itu), Nugroho Wisnumurti
membanteh kalau dikatakan kesepakatan zona kerja sama di
wilayah Timor Gap merugikan Indonesia. Menurut Nugroho,
kesepakatsn 2zona kerja sama itu adalah hasil yasng maksimal

vang bisa dicapai, dan dinilai menguntungkan Indonesia.13

Sedangkan menurut mantan Menteri Luar Negeri Mochtar

11pino Patti Djalal, The Geopolitics of Indonesia’s Ma-
iti y , CS81I8, Jakarta, 1996, p. 87.

12¢s1S, Kliping tentang: Timor Gap, CSIS, Jakarta,
1991, h. 152.

131bid., h. B5.
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Kusumaatmadjas, apa vyang diperjuangkan (dalam Perjanjian
Timor Gap) sudah maksimal, serta perjanjian Kkerja sama
tersebut merupakan terobosan untuk perjanjian perbsatasan.
:Bahwa pads saatnya batas median Iine dapat menjadi garis
batas antara kedua negara. Apalsgi perjanjian tersebut dapat
memperkukuh hubungan kedua negara. Tetapi Mochtar menyerah-
kan kepada DPR untuk meratifikasi atau tidak perjanjian
kerja sama.l4 Dan ternyata kemudian bahwa Perjanjian Celah
Timor diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19891
tentang Pengesahan "Treaty between the Republic of Indonesia
and Australia on the Zone of Cooperation in an Area between
the Indonesia Province of East Timor and Northern Australia”
{(Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengensai
Zona EKerja Sama di Daersh Antara Propinsi Timor Timur dan
Australia Bagian Utara) yang diundangkan dalam Lembaran
Negara Nomor 8 Tahun 1991 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor
3433 Tahun 1991.
Penyvelesaian masalah Celah Timor melalui Perjanjian

.antara Indonesia dengan Australia di atas, menurut penulis

Wtelah mendasarkan diri pada peraturan perundangan yang ada.

eraturan perundangan yang penulis maksudkan adalah
ketentuan Pasal 4 UU ZEE Indonesia maupun UU Landas Kontinen

Indonesia. Karena masalah Celah Timor adalah berkaitzan

l41bid., h. 153.
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dengan hak berdaulat, hak lain, yvurisdiksi dan kewajiban-
kewajiban Indonesia yang bertalian dengan dasar laut dan
tanah di bawahnya, maka hak maupun kewsjiban Indonesia pada
zona tersebut tunduk pada peraturan perundangan Landas
Kontinen Indonesia, persetujuan dengan negara tetangga dan
ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku. Dengan
demikian, Perjanjian Celah Timor telah mendasarkan diri pada
peraturan perundangan yang ada.

Terlepas dari masalah Perjanjian Celah Timor, apskah
ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 UU ZEE Indonesia telah
sinkron dengan Konvensi Hukum Launt 19827 Terhadap pertanyaan
di atas, dapat dijelaskasn bahwa ketentuan tentang hak
berdaulat, hak 1lain, vyurisdiksi dan kewajiban di ZEE
Indonesia telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1882. Hal
ini dapat dibuktikan bahwa ketentuan vang tertuang dalam
Pasal 4 avat (1) dan (2) adalah merupakan pengambilalihan
ketentuan Pasal 56. Sedangkan ketentuan Pasal 4 ayat (3},
 menurut penulis sama persis dengan ketentuan yang tertuang
. dalam Passal 58 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (1) Konvensi Hukum
Laut 1982. Karena itu, ketentuan tentang hak berdsaulat, hak
lain, yurisdiksi dan kewajiban di ZEE Indonesia telah

sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982.
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3.5. Kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesisa
3.5.1. Eksplorasi, ekspleoitasi, konservasi dan pengelolaan

sumber daya alan

Pada sub bab sebelumnya telah dikutip ketentuan Pasal
56 Konvensi Hukum Laut 1882. Dari ketentuan Pasal 56 avat
(1) huruf a, dapat ditarik pengertian bahwa Konvensi Hukum
Laut 1882 memberikan hak, yurisdiksi dan kewajiban dalam ZEE
kepada negara pantai. Pada sisi yang lain, ketentuan Pasal
56 ayat (2) menetapkan bahwa dalam melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban di ZEE, negara pantai harus memperhatikan
hak dan kewajiban negara lain. Padahal Pasal 58 ayat (1)
RKonvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa negara lain,
berpantai atau tak berpantai, pada ZEE menikmati, dengsan
tunduk ketetapan-ketetapan vyang relevan Konvensi ini,
kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan dan pemasangsn
kabel dan pipa laut yang disebutkan dalam Pasal 87 ayat
(1)15, dan penggunaén laut lain yang sah menurut hukun
internasional yang berkaitan dengan kebebasan-kebebasan ini,
seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian
kapal, pesawat udara, dan kabel serts pipa di bawsh laut,

dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini.ls

15Kebebasan—kebebasan vang tercantum dalam Pasal 87

ayat (1) meliputi: berlayar, penerbangan, pemasangan kabel
Pan pipa bawah laut, pembangunan pulau buatan dan nstalasi
lainnya, menangkap ikan, riset ilmiah.

16, ihat Pasal 58 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1882.
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Dengan adanya ketentuan ini, mska kegiatan di ZEE dapat
dilakukan oleh negara pantai dan negara lain. Bila kegiatan
dilakukan oleh negara pantai, maka hal ini merupakan kewaja-
ran, karena memang merupakan hak berdaulat dan yurisdiksi-
nya. Tetapi bila kegiatan dilakukan oleh negsasra lain, maka
harus diperhatikan hak dan kewajiban negara pantail dan harus
mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan negara
pantai sesual dengan ketentuan Konvensi dan peraturan hukum
internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak
bertentangan dengan hak dan kewajiban negara lain di ZEE.17
Fhusus berksaitan dengan pemanfaatan sumber kekayaan
hayati, Pasal 62 ayat (2) Konvensi Hukuoum Laut 1982
memberikan kewajiban kepada negara pantai untuk menetapkan
kemampuannya untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati ZEE.
Dalam hal negara pantai belum memiliki kemampuan untuk
memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan,
maka negara pantal melalui perjanjian atau pengaturan
lainnya memberikan kesempatan pada negara lain untuk
memanfaatkan jumlah tangkapan yvang dapat diperbolehkan vyang

masih tersisa.18

Bagi warga negara lain yang menangkap ikan
di ZEE negara pantai, maka harus mematuhi tindakan

konservasi, ketentuan dan pengaturan lainnya yang ditetapkan

17Lihat Pasal 58 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982.
18Lihat Pasal 62 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1882.
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dalam peraturan perundang-undangan negara pantai.19
Dalam UU ZEE Indonesia, pengaturan kegiatan eksplorasi

dan eksploitasi di ZEE Indonesia diatur dsalam Pasal 5. Pasal

5 tersebut menyatakan bahwa:

(1) Dengan tidak mengurangi ketentusan Pasal 4 asyat (2),
barangsiapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploita-
si sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan 1lainnya
untuk eksplorasi dan/atau eksplotasi ekonomis seper-
ti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di
ZEE Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerin-
tah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan
internasional dengan Pemerintah Indonesia dan dilak-
sanakan menurut syarat-syarat perizinan atsnz perse-
tujuan internasional tersebut.

(2) Dengan tidak mengurang ketentuan ayvat (1), eksplora-
si dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati
harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan
konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2),
eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam
hayati di daerah tertentu di ZEE Indonesia oleh
orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing
dapat diizinkan jika jumlah tangkapasn yang diperbo-
lehkan oleh Pemerintah Indonesia untuk jenis terse-

but melebihi kemampuan Indonesis untuk memanfasstkan-
nya.

PDari ketentuan Pasal 5 UU ZEE Indonesia di atas, dapat
ditarik pengertian bshwa ketentuan tersebut sejalan dengan
ketentuan vyang ditetapkan EKonvensi Hukum Laut 1982. Dengan
demikian, ketentuan vang berkaitan dengan kegiatan
eksplorasi dan atau eksploitasi di ZEE Indonesia dalam UU
ZEE Indonesia telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 19882.

Sekalipun demikian, berikut akan dikaji 1lebih mendalam

| 181,ihat Pasal 62 ayat (4) Konvensi Hukum Laut 1982.
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tentang ketentuan Pasal & ayat (3) UU ZEE Indonesis di atss.
Seperti diketahui, salah satu peratursan pelsksansan
dari UU ZEE Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia HNomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber
Daya Alam Hayati di ZEE Indonesia (PP Pengelolasn). Keten-
tuan yang berkaitan dengan diberikannya kesempatan orang
atau badan hukum asing melakukan penangkapan ikan di ZEE
Indonesia tertuang dalam Pasal 3 PP Pengelolaan. Pasal 3 PP
Pengelolaan tersebut menetapkan bahwa:
Orang atau badan hukum asing dapat diberi kesempatan
untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesis sepan-
jang orang atsu badan hukum Indonesia yang bergerak di
bidang usaha perikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya
memanfaatkan jumlah tangkapan vang diperbolehkan berda-
sarkan Peraturan Pemerintah ini.

Sedangkan wmenurut Undang-Undang Nomor 98 Tahun 1885
tentang Perikanan (UU Perikanan), usaha perikanan di wilayah
perairan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh wargs
negara Republik Indonesia.28 Pengecualian terhadap ketentuan
Pasal 9 ayat (1) ini, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh
orang atau badan hukum asing hanys dapat diizinkan di bidang
penangkapan ikan sepanjang Republik Indonesia terikat untuk
melaksanakan ketentuan-ketentuan persetujuan internsasional

atau ketentuan—-ketentuan hukum internasional vang berlaku.21

Dari ketentuan 1ini dapat ditarik pengertian bahwa uu

20Lihat Pasal 9 ayat (1) UU Perikanan.
2lihat Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU Perikanan.
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Perikananpun dapat memberikan kesempatan pada orang atanv
badan hukum asing guna melakukan penangkspan ikan di wilayah
perikanan Indonesia.

Sedangkan berkaitan dengan berapa besar jumlah
tangkspan vyang diperbolehkan menurut jenis atau kelompok
" jenis sumber daya alam hayati di sebagian astau seluruh ZEE
Indonesia ditentukan oleh Menteri Pertanian.22

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor:
473a/Kpts/IK.250/6/1985 tentang Penetapan Jumlah Tangkapan

vang Diperbolehkan di ZEE Indonesis adalah sebagai berikut:

Ton/Tahun

Jenis Sumber Potensi Jumlah Tangkapan Yang
Diperbolehkan (JTB)

1. Pelagis 1.285.900 1.115.731
2. Tuna 83.435 75.915
3. Cakalang 98.760 88.884
4. Demersal 647 .500 582.731

Dalam SK Menteri Pertanian di atas, ditetapkan pula bahwa
jumlah tasngkapan yang diperbolehkan sewaktu-waktu disesuai-
kan dengan data hasil penelitian, survey, evaluasi dan atau
hasil kegiatan penangkapan ikan.

Beberspa saat vyang lalu, Harian Xompas mensmpilkan
potensi dan realisasi pemanfaatan sumber daya ikan di 1laut

erdasarksn dats tahun 1995 dari Gapindo, sekalipun tanpa

22Lihat Pasal 4 ayat (1) PP Pengelolsaan.
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memerinci Jjenis sumber daya ikan tersebut.23 Potensi dan

realisasi pemanfaatan sumber daya ikan di laut tersebut

ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Uraian Laut Hilayah IEE Jurlah
(LW} (LW+IEE)

Luas (juta kilometer persegi) 2,1 2,7 5,8
{1) Potensi lestari {V} 4,480 2.30@ &.788
(2) TRC 8@, 20 X 1 V) 3,928 1.860 9,388
{3} Perkiraaan nilai TAL (W) 5,830 2.B93 7.925
{4} Pemanfaatan tahus 1993 (V) 2.137.4 627,4 2,763
(5] Sisz TAC (V) (2-4) 1.399,4 1.232,4 2.623
(&) Sasarap Pelita VI {tahun 1998)

V) 2.677,1 170 J.447,1

(¥) 3.Bi6,8 1.1%8,4 9.815,2
(7) sasaran Peningkaatan

(V] (6-4) 539,5 142,6 82,1

N} 769 221,9 998,
{8} Siss TAC .

{V} {2-6) ase,9 1,890,6 1.948,9

{N} {3-b} 1.243,2 1.6%6,6 2.929,8
Keterangan:

1, Angka-angka dari Ditjen Perikanan
2. Perkiraan nilai dilakukan secara acak oleh HPPI aengatu harga rata-rata domestik/ekspar tahun 1995,

dengan aelihat rincian potensi senurut jenis ikan tahun 1988 dan disesuaikan dengan angka tahun
1982.

3. (V) = Voluse dzlas 1.008 ton

4, {N) = Nilai dalam juts dollar AS

5. TAC = Total Suaber daya ikan (SBI} yang bisa dimanfaatkan.
Susber:Gappindo, tahun 1993,

Dari tabel yang ditampilkan di atas, maka dapat diketa-
hui bahwa di ZEE Indonesia masih terdapat 1.232.600 ton dari
jumlah tangkapan yang diperbolehkan yang belum dspat diman-

fastkan oleh Indonesia. Karena itu, berdasarkan EKonvensi

Z234arian Kompas, Sabtu 13 Juli 1996, h. 17.
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Hukum Laut 1982, Indonesia harus memberikan kesempatan pads
negarsa lain untuk memanfaatkan Jjumlah tangkapan vang
diperbolehkan yang masih tersisa. Menurut Joko Subagyo,
kewajiban yang diberikan oleh Konvensi Hukum Laut 1982
tersebut telah direalisir dengan memberikan izin pada Taiwan
dan Muangthai untuk melskukan penangkapan ikan selama satu
tahun dengan menggunakan kapal sebanyak 14 (empat belas)
buah berbendera Taiwan masing-masing berbobot 1080 - 200
Gross Ton (GT). Sedangkan Muangthai hanya diizinkan
menggunakan 4 (empat) buah kapal masing-masing berbobot 280
- 308 Gross Ton (GT).24

Dengan demikian, kewajiban Indonesia vang ditetapkan
dalsm Pasal 62 ayat (2) Konvensi Hukum Lsut 1882 yang
tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) UU ZEE Indonesia telah
direalisir dalam praktek. Karena itu, Pasal 5 ayat (3} UU
ZEE Indonesia tidak hanya telah sinkron dengan Pasal 62 ayat
(2) Eonvensi Hukum Laut 1982, tetapi juga telah direalisasi

dalam praktek.

3.5.2. Pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan
bangunan lainnya
Pasal 60 EKonvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa

1egara pantai di ZEE memiliki hak eksklusif untuk membangun

2430ko Subsgyo, Hukum Laut Indonesia, Rineka Cipta,
akarta, 1993, h. 71.
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dan untuk menguasakan dan mengatur pembangunan, operasi dan
penggunaan:

a. pulau buatan;

b. instalasi dan bangunan untuk keperluan eksplorasi, eks-
ploitasi ekonomi dan tujuan ekonomi lainnya;

¢. instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan
hak negara pantal pada zona tersebut.

Di samping hak eksklusif tersebut, negara pantal juga memi-

liki yurisdiksi eksklusif atas pulsu buatan, instalasi dan

bangunan tersebut, termasuk yurisdiksi bertalian dengan

praturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan,

keselamatan dan imigrasi.

Dari Pasal 80 Konvensi Hukum Laut 1982 di atss, dapsat
diketahui bshwa negara pantai memiliki hak dan yurisdiksi
eksklusif terhadsp pulau buatan, instalasi maupun bangunan
lainnya. Ini berarti bahwa, negara pantai dapat mengizinkan
pihak lain untuk membuat dan atau menggunakan pulau buatan,
instalasi maupun bangunan lainnya. Dengan adanysa izin yang
diberikan oleh negara pantai, maka pihak lain tersebut dapat
membuat dan atau menggunakan pulau buatan, instalasi maupun
bangunan lainnyas.

Berkaitan dengan kegiatan di pulau buatsn, instalasi
maupun bangunan lainnya di ZEE Indonesia, Pasal 6 UU ZEE

Indonesia menetapkan bahwa:

Barangsiapa membuat dan/atau menggunakan pulau-pulsu
buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan
lainnya di ZEE Indonesia harus berdasarkan izin dari
Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut
syarat-syarat perizinan tersebut. )
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Selanjutnysa, menurut penjelsasan Passl 8 UU ZEE Indone-
sia bahwa Republik Indonesia mempunyai hak eksklusif  untuk
membangun pulau-pulau buatan, instalasaji-instalasi dan ba-
ngunan lainnysa. Disamping itu, Indonesia mempunyai yurisdik-
si eksklusif atas pulau-pulau buatan, instalssi-instalssi
dan bangunan-bangunan tersebut termasuk yurisdiksi yang
berkaitan dengan pelaksansan persturan perundang-undangan di
bidang bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imi-
grasi. Tetapi meskipun Indonesiaz mempunysai vyurisdiksi
eksklusif, pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-
bangunan tersebut tidak memiliki status sebagai pulsu dalam
arti wilayah negara, karena itu tidak memiliki laut

teritorial sendiri dan kehadirannya tidaklah mempengaruhi

~ batas laut teritorial, ZEE atau landas kontinen Indonesia.25

Dengan membandingkan antara ketentuan dslam Konvensi
Hukum Laut 1982 dan UU ZEE Indonesia berkaitan dengan
kegiatan di pulsu buatan, instalasi dan bangunan di ZEE,
maka dapat ditarik pengertian bshwa ketentuan UU ZEE
Indonesia telah sinkron dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut
1982. Kesinkronan itu terlihat adanya persamaan kewenangan

vang dimiliki oleh negara pantai dalam memberiksan izin bagi

25ga1imat terakhir alenia ini sama persis dengan keten-

nan Pasal 68 ayat (8) Konvensi Hukum Laut 1982 yang
enyatakan bashws pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak
empunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan
idak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannysa
idak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, ZEE stsu
andas kontinen.
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pihak 1lain untuk membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau
buatan atau instalasi atsu bangunan lainnya di ZEE. Dengan
demikian jelaslah bahwa ketentuan UU ZEE Indonesia berkaitan
dengan kegiatan di pulau buatan, instalasi dan bangunan

lainnya di ZEE telah sinkron dengan Ronvensi Hukum Laut

1882.

3.5.3. Penelitian ilmiah kelautan

Ketentuan tentang penelitian ilmish kelsutan dalam
Konvensi Hukum Laut 1882 diatur pada Bab XIII tentang
Penelitian Ilmiah Kelautan yang terdiri 28 passal, yaitu
Pasal 238 sampai dengan Pasal 2865. Dari ketentusn-ketentuan
tersebut dapat diketahui bahwa semua negara dan organisasi
internasional yvang berkompeten berhak mengadakan penelitian
ilmiah kelautan dengan memperhatikan hak dan kewsajiban
negara lain. Dalam melaksanakan penelitian ilmiah kelsautan,
berlaku asas-asas berikut:2®

(a) penelitian ilmiah kelautan harus dilaksansakan semata
-mata untuk tujuan damai;

(b) penelitian ilmiash kelautan harus dilsksanakan dengan
metode ilmiah yang tepat dan dengan cara yang sesusgi
dengan Konvensi ini;

(c¢) penelitian ilmiah kelautan tidak dibenarkan meng-
ganggu secara tidak sah penggunaan laut lainnya vang

. sah sesuai dengan Konvensi ini dan penggunaan laut
| dimaksud harus dihormati;

(d) penelitian ilmiah kelautan harus diselenggarakan
sesuai dengan segala peraturan relevan vang diterima
sesual Konvensi ini termasuk ketentuan-ketentuan me-

281,ihat Pasal 240 Konvensi Hukum Laut 1982.
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ngenai perlindungan dan plestariasn lingkungan laut.

Khusus berkaitan dengan penelitian ilmish kelautan
dalam ZEE (dan landas kontinen), Pasal 246 ayat (1) menetap-
kan bahwa negara pantai dalam melaksanakan yurisdiksinya
mempunyai hak untuk mengatur, mengizinkan dan menyvelenggara-
kan penelitian 1ilmiah kelautan dalam ZEE dan di 1landas
kontinennya sesusi dengan ketentuan-ketentuan yang relevan
dengan Konvensi Hukum Laut 1882. Ketentuan ini dilanjutkan
pada ayat (2) vang menyatakan bahwa penelitian ilmiah
kelautan dalam ZEE dan landas kontinen harus diselenggarakan
dengan izin negara pantai. Sedangkan ayat (3) memberikan
kewajiban kepada negara pantaili untuk memberikan izin
penelitian 1ilmiah kelautan bilamana tidak ada alasan yang
cukup untuk menolaknya.

Dari ketentuasn-ketentuan tersebut, dapat diketahui bah-
wa izin untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan di ZEE
diberikan oleh negara pantai. Pemberian izin oleh negara
pantai terhadap penelitian ilmiah kelasutan tersebut dapat
dipahami. Hal ini mengingat bahwa Pasal 56 EKonvensi Hukum
Laut 1982 memberikan yurisdiksi kepada negara pantai
berkenaan dengan penelitian 1ilmiah kelautan.27 Dengaﬁ
demikian, tanpa 1izin negara pantai, penelitian ilmiah
Felautan di ZEE tidak dapat dilaksanakan.

\ . . . .
| Berkaitan dengan kegiatan penelitian ilmiash kelasutan di

271,ihat Pasal 56 ayvat (1) (b) (ii) Konvensi Hukum Laut
382,
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ZEE Indonesia, Pasal 7 UU ZEE Indonesia menetapkan bahwsa:

Barangsiapa melakukan kegistan penelitisn ilmiah kelaut-
an di ZEE Indonesia harus memperoleh persetujuan terle-
bih dahulu dari dan dilasksanakan berdasarkan sysrat-

syarat vang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indone-
sia.

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 7 UU ZEE Indonesia
tersebut menurut penulis telah sinkron dengan ketentuan
dalam EKonvensi Hukum Laut 1982. Hal ini didasari pemikiran
bahwa dalam UU ZEE Indonesia menetapkan bahwa sebelum
dilaksasnakan kegiatan penelitian ilmiah kelautan di ZEE
Indonesia harus mendsapat persetujuan dari Pemerintah
Indonesia. Ini berarti bahwa tanpa ada persetujuan dari
Pemerintah Indonesia, maka penelitian di ZEE Indonesia tidak
dapat dilaksanakan.

Tetapi kesinkronan Pasal 7 UU ZEE Indonesia ini dika-
caukan oleh Penjelasan Pasal 7. Penjelasan Pasal 7 tersebut

menyebutkan bahwa:

Setiap penelitian ilmiah kelautan di ZEE Indonesia hanya

dapat dilaksanaksn setelah permohonan untuk penelitian

disetujui terlebih dahulu oleh Pemerintah Republik

Indonesia.

Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah dite-

rimanya permchonan tersebut Pemerintah Indonesia tidsk

menyatakan:

a. menolak permochonan tersebut, atau

b. bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemo-
hon tidak sesuai dengan kenyataan atau kurang leng-
kap, atau

¢. bahwa pemochon belum memenuhi kewajiban atas proyek

| penelitiannya terdahulu.

maka suatu proyek penelitian ilmiah kelautan dapat di-

laksanakan 6 (enam bulan sejak diterimanya permohonan

penelitian oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Menurut penulis, penjelasan Pasal 7 inil kurang tepsat.
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Dasar pertimbangannya adalah, izin ialah suatu persetujuan
dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan
pemerintah untuk keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-
ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, pengua-
sa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan
tindakan-tindakan tertentu yang sebensarnya dilarang.28 De-
ngan demikian, izin yang diberikan oleh pemerintah adalah
dalam bentuk tertulis, sehinggs pengawasan terhadap peneli-
tian ilmiah kelautan lebih mudah dilaksanakan.

Memahami penjelasan Pasal 7 di atas, menunjukkan bahwa
bila perizinan vang dimochonkan tidak mendapat tanggapan,
maka enam bulan berikutnya setelah permohonan diajukan pene-
litian ilmiah kelautan dapat dilaksanakan. Penulis tidak se-
pendapat dengan penjelasan pasal 7 di atas, yang mengartikan
"diam” (tidak memberikan tanggapan) sama dengan persetujuan.
Apabila “dism"” diartikan persetujuan, pengawasan terhadap
penelitian ilmiah kelautan akan menjadi lebih sulit, karensa
peneliti dapat mengelak dengan dalih telah mengajukan
permohonan tetapi tidak mendapst tanggapsn ketika tertangkap
tangan sedang melakukan penelitian ilmiah kelautan di ZEE
#ndonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa penjelasan Pasal 7

U ZEE Indonesia adalah kurang tepat.

28NM Spelt dan JBJM ten Berge (disunting oleh Philipus
| Hadjon), Pengantar Hukum Perizipnap, tanpa  penerbit,
trecht, 1991, h. 3.
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3.5.4. Tindakan pencegahan pencemaran lingkungan dan dumping

Ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1882 yang mengatur
tentang tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi dan
mengendalikan pencemaran lingkungan 1laut tertuang dalam
Pasal 194. Tetapi khusus kewajiban untuk mengambil tindakan-
tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan
pencemaran laut diatur dalam Pasal 194 ayat (1) vyang

menetapkan bahwa:

Negara-negara harus mengambil segsla tindakan yang perlu
sesuai dengan Konvensi, baik secara individual maupun
secara bersama-sama menurut keperluan untuk mencegah,
mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan 1laut
vang disebabkan oleh setiap sumber dengan menggunakan
untuk keperluan ini cara-cara yang paling praktis yang
ada pada mereka dan sesuai dengan Kkemampuan ‘mereka,
selagi negara-negara ini harus berusaha sunguh-sungguh
untuk menverasikan kebijaksanzsan mereka dalam hal ini.
Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa kewajiban untuk
mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan
laut dimiliki oleh setiap negara. Dengan demikian, setiap
negara memiliki kewsjiban-kewajiban untuk mengambil tindakan
guna mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran
lingkungan lsut.

Pbalam UU ZEE Indonesia, kewajiban untuk mencegah,
mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut
dibebankan kepada siapa saja yang mrelakukan kegiatan-
kegiatan di ZEE Indonesia. Hal ini tampak dari ketentuan

Pasal 8 ayat (1) UU ZEE Indonesia vang menyatskan bsahwa

barangsiapa melakukan kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia,
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wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi,
mengendalikan dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut.

Dengan membandingkan ketentuan Pasal 184 ayat (1)
Konvensi Hukum Laut 1982 dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1)
UU ZEE Indonesia, penulis melihat adanya kesamaan. Dengan
adanys kesamaan di atas, penulis beranggspan bahwa UU ZEE
Indonesia berkaitan dengan pencegahan pencemaran lingkungan
laut telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982,

Terlepas dari masalah tindakan pencegahan pencemnarsn
lingkungan laut, masalah dumping29 juga mendapat perhatian
dari Konvensi Hukum Laut 1982 maupun UU ZEE Indonesia. Dalam
Konvensi Hukum Laut 1982, ketentuan masalah dumping diatur
dalam Pasal 210 yang memuat 6 ayat. Berikut akan dikutip
Pasal 210 ayat (1), (2), dan (3) dari Konvensi Hukum Laut
1982:

1. Negara-negara harus menetapkan peraturan perundang-
undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan
pencemaran lingkungan laut karena dumping.

2. Negara-negara harus mengambil tindakan-tindskan 1lain
sesuai dengan keperluan untuk mencegah, mengurangi
dan mengendalikan pencemaran termaksud.

3. Undang-undang, peraturan-peraturan dan tindaksan-tin-
dakan termaksud harus menjamin bahwa dumping tidak

akan dilakukan tanpa izin dari pejasbat-pejabat negara
vang kompeten.

| 29enurut Pasal 1 angka (5) Konvensi Hukum Laut 1982,

‘"dumping" berarti: )

1. setiap pembuangan dengan sengaja limbah atau benda lain-
nya dari kendaraan air, pessawat uadars, pelataran (plat-
form} atau bangunan buatan lainnya di laut;

. setiap pembuangan dengan sengaja kendaraan air, esawat
udara, pelataran (platform), atau bangunan buatan Eainnya
di laut.
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Dari ketentuan di atas, dapat ditarik pengertian bahwa
setiap negara memiliki kewajiban untuk menetapkan peraturan
perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengenda-
likan pencemaran lingkungan laut karena dumping. Di samping
itu, npegara-negara juga memiliki kewajiban untuk mengambil
tindakan-tindakan yang sesuai guna mencegah, mengurangi dan
mengendalikan pencemaran tersebut. Dengan demikian, tanpa
adanya 1izin dari pejabat negars vang berkompeten, dumping
tidak dapat dilaksanakan.

Dalam UU ZEE Indonesia, ketentuan masslah dumping dia-
tur dsalam Pasal 8 ayat (2). Ketentuan tersebut menetapkan
bahwa pembuangan (“dumping")3a di ZEE Indonesia hanya dapsat
dilaksanakan setelah memperoleh keizinan dari Pemerintah
Republik Indonesia. Dengan demikian, tanpa adanya izin dari
Pemerintah Indonesia, dumping yang menyebabkan pencemaran
lingkungan laut tidak diizinkan untuk dilaksanakan.

Berkaitan dengan masalah dumping, Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1882 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolszan
WLingkungan Hidup (UULH) tidak mengatur secara tegas,

rtinya, dalam UYULH tidak secara tegas disebutkan pengaturan
asalah dumping. Tetapi mengingat akibst vang dihasilkan

Hari dumping adalah pencemarsn, maks tindakan dumping tanpa

30Penbuangan meliputi pembuangan limbah dan pembuangan
bahan-bahan lainnya yang mengakibatkan pencemaran lingkungan
laut. Pewmbuangan limbah yang biasanya dilskukan oleh kapal
telama pelayaran tidak memerluksan izin. Lihat Penjelasan
Pasal 8 ayat (2) UU ZEE Indonesia.
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izin dapat diklasifikasikan sebagai tindakan vang
mengakibatkan pencemaran lingkungan.31 Bagi pelaku dumping
tanpa 1izin, yang berarti mengakibatkan pencemarsn, akan
diterapkan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 22 UULH.
Terlepas dari pengaturan UULH terhadsp dumping, dengan
membandingkan ketentuan Pasal 210 Konvensi Hukum Laut 1982
dan Pasal 8 ayat (2) UU ZEE Indonesia, penulis melihat
adanya kesamszan pengaturan masalah dumping. Karena itu,
penulis beranggapan bahwa pengaturan masalah dumping dalam
DU ZEE Indonesia telah sinkron dengan ketentuan dslam

Ronvensi Hukum Laut 1982.

3.68. Ganti rugi

3.6.1. Ganti rugi akibat tindakan yang bertentangan dengan
ketentuan tentang pulau-pulau buatan, instalasi dan
bangunan-bangunan lainnysa

Di dalém Konvensil Hukum Laut 1982, penulis tidak
melihat adanya ketentuan vang secara tegas mengatur tentang
kewajiban memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi

bagi pelaku tindakan-tindakan vang bertentangsan dengan

31Henurut Pasal 1 angka 7 UULH, yang dimaksud dengan
pencemaran lingkungan adalah masuknya &atau dimasukkannya
nakhluk hidup, =zat, energi, dan atau komponen 1lain ke dalam
lingkungan dan atau berubahnya tatanan 1lingkungan oleh
tegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kusalitas
lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan
tingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi 1lagi
sesual peruntukannyva.
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ketentuan nasional maupun hukum internasional yang
mengakibatkan kerugian. Tetapi seperti yang telah disebutkan
terdahulu, Pasal 60 ayat (1) dan (2) memberikan hak dan
yurisdiksi eksklusif kepada negara pantai. Hak eksklusif
negara pantai di ZEE tersebut adalah untuk membangun dan
untuk menguasakan dan untuk mengatur pembangunan, operasi
dan penggunasan:

a. pulau buatan;

b. instalasi dan atau bangunan untuk tujuan eksplorasi dan
eksploitasi dan kegiatan lain seperti produksi energi
dari air, arus dan angin serta tujwan ekeonomi lainnya;

c. instalasi dan bangunan vang dapat mengganggu pelaksanaan
hak-hak negara pantai dalam zona tersebut.

Sedangkan yurisdiksi eksklusif negara pantai, negara pantai

memiliki yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi

dan bangunan vang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak
negara pantai, termasuk yurisdiksi bertalian dengan peratur-
an perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, kesela-
matan dan imigrasi.

Dari Pasal B8 ayat (1) dan (2) di atas, negara pantai
memiliki hak untuk mengatur pulau-pulau buatan, instalasi
maupun bangunan lainnya. Di samping itu, dengan adanysa

vurisdiksi eksklusif yvang diberikan oleh Konvensi Hukum Lsaut
1982, maka negarsa pantai memilikil kewenangan dalam pentaatan

peraturan perundangan yvang berlaku atas pulau-pulau buatan,
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instalasi maupun bangunan lainnya. Dengan demikian, apabila
terdapsat tindakan-tindakan vang bertentangan dengan
ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional dan
mengakibatkan kerugian, maks pelakn wajib memikul tanggung
Jawab dan membayar ganti rugi.

Dalam UU ZEE Indonesia, ketentuan tentang ganti rugi
akibat tindskan vang bertentangan dengan ketentuan pulau
buatan, instalasi dan bangunan lainnya diatur dalam Pasal 9.
Pasal 9 tersebut menyatakan bahwa:

Barangsiapa melakukan tindakan—-tindakan yang bertentang-
an dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-un-
dangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang
bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi
dan bangunan-bsngunan lainnya di ZEE Indonesia dan meng-
akibatkan kerugian, wajib memikul tanggung Jjawab dan
membayar ganti rugi kepada pemilik pulau-pulau buatan,

instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya terse-
but .

Patut disayangkan bahwa Penjelasan Pasal 9 tidak membe-
rikan penjelasan sama sekali. Padahal ketentuan Pasal 9
tidak memberikan batas terhadap tindakan-tindskan mana saja
vang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum nasional
maupun hukum internasional. Di samping itu, Pasal 9 jugs ti-
dak memberikan prosedur penetapan besarnya ganti rugi yang
harus dipikul oleh pelaku.

Terlepas dari kekurangjelasan ketentuan Pasal 9e«UU ZEE
Indonesia, ketentuan Pasal 8 merupakan penjabaran dari
tetentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1882 berkenaan dengan

yalau-pulau buatan, instalasi maupun bangunan lainnya.
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Pemberian ganti rugi vang ditetspkan Pasal 9 UU ZEE
Indonesia merupakan konskuensi 1logis dari kewenangan
pengaturan tentang pulau-pulau buatan, instalasi maupun
bangunan lainnya. Dengan demikian, dapat ditarik pengertian
bahwa ketentuan Pasal 8 UU ZEE Indonesia telah sinkron

dengan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

3.6.2. Ganti rugi akibat penelitian ilmiah kelautan

Pada sub bab terdahulu telah diuraikan bahwa Konvensi
Hukum Laut 1982 memberikan hak kepada negara pantai untuk
memberikan atau menolak izin penelitian ilmiah kelautan.
Juga telah diuraikan bahwa EKonvensi Hukum Laut 1982
memberikan kewajiban pada negara pantai untuk tidak menolak
memberikan izin penelitian ilmiah kelautan tanpa alasan yang
cukup. Dengan demikian, negara pantai memiliki hak untuk
mengatur, mengizinkan dan menyelenggarakan penelitian ilmiah
kelautan. Sehingga, tanpa adanya izin dari negara pantai,
penelitian ilmiah kelautan tidak dapat dilaksanakan.

} Di dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, di-

{mungkinkan terjadinya kerugisn yang diderita oleh negara

pantai. Karena itu ZKonvensi Hukum Laut 1982 memberikan
kewajiban kepada negara-negara atasu organisasi internasional

vang melakukan penelitian ilmiah kelautan dan mengakibatkan

terugian. Eewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 263

Fonvensil Hukum Laut 1982 yvang menyatakan bahwa:
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1. Negara-negara dan organisasi-organissasi internasional
vang berkompeten harus bertanggung jawab untuk menja-
min bahwa penelitian ilmiah kelautan, baik yang dis-
dakan oleh stau atas nama mereksa, dilaksanakan sesuai
dengan Konvensi ini.

2. Negara-negars dan organisssi-organisasi internasional
vang berkompeten harus bertanggung jawab dan mempu-
nyai kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadsp
tindakan yang dilakukan yang bertentangan dengan Kon-
vensi ini berkenaan dengan penelitian ilmiah kelautan
vang diselenggarakan oleh negara lain, orang pero-
rangan atau badan hukum atau oleh organisasi-organi-
sasi internasional yvang berkompeten, dan hsrus membe-
rikan ganti rugi bagi kerusakan ysng diaskibatkan oleh
tindakan tersebut.

3. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional
vang berkompeten harus bertanggung jawab dan mempu-
nyai kewajiban untuk membayar ganti rugi menurut Pa-
sal 235 untuk kerusakan yang disebabkan oleh pence-
maran lingkungan laut yang timbul dari penelitian
ilmiah kelautan yang diselenggarakan atau atas nams
mereka.

Dengan ketentuan di atas, jelaslah bahwa kerugian yang dide-
rita oleh negara pantai akibat tindakan negara-negara lain
atan organisasi internasional, maka negara atau organisasi
internasional tersebut harus memikul tanggung jawab dan mem-
berikan ganti rugi kepada negara pantai.

Di Indonesia, ketentuan mengenai ganti rugi akibat
penelitian ilmiah kelautan distur dalam Pasal 1@ UU ZEE
LIndonesia. Ketentuan Pasal 10 tersebut menyatakan bahwa:
Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 7, barangsiapa
di ZEE Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang ber-
tentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perun-
dang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional
vang berlaku di bidang penelitian ilmiah mengenai kela-
utan dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung
Jawab dan membayar ganti rugil kepada Republik Indonesia.

Dari ketentuan Pasal 10 di atas, tampak bahwa setiap

belaku tindakan-tindakan yvang bertentangan dengan persaturan
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peundangan Indonesia dan hukum internasional, dan mengaki-
batkan kerugian, maka memikul tanggung jawab dan membayar
ganti rugi kepada Republik Indonesia. Dari ketentuan Passal
180 ini, dapat ditarik pengertian bahws ketentusn ini telsh
sinkron dengan ketentuan Pasal 263 Konvensi Hukum Laut 1982.

Tetapi sekalipun ketentuan Pasal 18 UU ZEE Indonesis
telah sinkron dengan Pasal 283 RKonvensi Hukum Laut 1982,
penulis melihat belum tuntasnya pengaturan Pasal 18 di atas.
Artinya bahwa, dalam ketentuan Pasal 18 belum ditetapkan
tentang:

a. Tindakan-tindakan apa saja vang bertentangan dengan pera-
turan perundangan nasional maupun hukum internasional;

b. Kerugian apa saja vang termasuk di dalamnya;

c. Bagaimana cara memikul tanggung jawab akibat adanya tin-
dakan tersebut dan menimbulkan kerugian;

d. Bagaimana cara membayar ganti rugi.

Menurut penulis, keempat hal di stas cukup penting un-
tuk menjaring pelaku penelitian i1lmiah kelautan yang menga-
kibatkan kerugian. Dalam hal keempat tersebut belum diatur,
dasar berpijak untuk menjaring pelaku sangat lemah. Dengan
dasar berpijak yvang lemah demikian, skan mempersulit bagi

Indonesia untuk melakukan tuntutan ganti rugi.
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3.6.3. Ganti rugi akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan
laut

Dalam Konvensi Hukum Laut 1882 , pengaturan tentang
perlindungan dan pelestarian lingkungan 1laut mendapat
perhatian yang cukup serius. Hal ini dapat dibuktikan bahwa
ketentuan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut
distur dengan 48 pasal, vaitu Pasal 192 hingga Pasal 237.
Tetapi khusus tentang tanggung jawab dan kewajiban ganti
rugl diatur dalsm Pasal 235. Ketentuan Pasal 235 tersebut

menyvatakan bahwa:

1. Negara-negara bertanggung jawab untuk pemenuhan kewa-
jiban-kewajiban internasional mereka berkensan dengan
perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. MHereka
harus memikul kewajiban ganti rugi sesuai dengan hu-
kum internasional.

2. Negara-negara harus menjamin tersedianya upaya menu-
rut sistim perundang-undangannysa untuk diperolehnys
ganti rugi yang segera dan memadal atau bantuan lain-
nya bertalian dengan kerusakan yang disebabkan pence-
maran lingkungan laut oleh orang perorsangan atau oleh
badan hukum di bawsh vurisdiksi mereka.

3. Dengan tujuan untuk menjamin ganti rugi yang segera
dan memadai bertalian dengan segasla kerugian vyang
disebabkan oleh pencemaran lingkungsn laut, negara-
negara harus bekerja sama melaksanakan hukum interna-
sional yang berlaku dan untuk pengembangan selanjut-
nya hukum internasional berkensan dengan tanggung
jawab dan kewajiban ganti rugi untuk penaksiran me-
ngenai kompensasi untuk kerusakan serta penvelesaian
sengketa vyang timbul, demikian pula, dimana perlu,
nengemnbangkan kriteria dan prosedur-prosedur pembsa-
varan ganti rugi ysng memadai seperti halnya asuransi
wajib atau dana kompensasi.

Dari ketentuan Pasal 235 di s=atas, dapat ditarik
tesimpulan bahwa terdapsat tiga kewajiban negara-negara:

l. Bertanggung jawab untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban in-
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ternasional berkensan dengan perlindungan dan pelestarian
lingkungan laut dan wajib membayar ganti rugi sesusai de-
ngan hukum internasional.

2. Harus menjamin adanya upaya untuk memperoleh ganti rugi
vang segera dan memadal menurut sistim perundang-undangan
bertalian dengan kerusakan yang disebabkan pencemaran
lingkungan lsaut.

3. Melaksanakan hukum internasional yang berlaku dan pengem-
bangan selanjutnya berkenaan dengan tanggung Jawab dan
kewajiban ganti rugi.

Ketentuan di atas merupakan ketentuan internasional
berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi
akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Sedsangkan
dalam UU ZEE Indonesia, pengaturan tentang tanggung Jjawab
dan kewajiban ganti rugi terdapat dalam Pasal 11. Pasal 11
UU ZEE Indonesia tersebut menyatakan bahwa:

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 8, dan de-
ngan memperhatikan batas ganti rugi maksimum terten-
tu, barangsiapa di ZEE Indonesia menyebabkan terja-
dinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan
sumber daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan
membayar biasyva rehabilitasi linghkungan lsut dan/satau
sumber daya alam tersebut dengan segersa dan dsalam
jumlah yang memadai.

(2) Dikecualikan dari tanggung jawab mutlak sebagsimana
dimaksud dsaslam ayat (1), Jjika vyang bersangkutan
dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut
dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi
karensa:

a. akibat dari sustu peristiwa alam yang berada di
luar kemampuannya;

b. kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebab-
kan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga.

(3) Bentuk, Jenis dan besarnya kerugian vang timbul
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sebagai akibat pencemaran lingkungsn laut dan/atsu
perusakan sumber daya alam ditetapkan berdasarkan
hasil penelitian ekologis.

Dari ketentuan Pasal 11 ayat (1), dapsat diketahui bahwa
UU ZEE Indonesia menganut sistim tanggung jawab mutlak dalam
pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya
alam. Menurut penjelasan Pasal 11 ayat (1), tanggung Jjawab
mutlak disamaartikan dengan strict liability;sz vang berarti
bahwa tanggung jawab tersebut timbul pada ssat terjadinys
pencemaran lingkungan laut dan/atan perusakan sumber daya
alam, tidak dapat dielakkan dan secara prosedural tidak
diperlukan upaya pembuktian 1agi.33 Dengan demikian,
pencemar langsung bertanggung Jjawab dan memikul ganti rugi
begitu terjadi pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan
sumber daya alam tanpa terlebih dahulu dibuktikan.

Sekalipun demikian, ketentuan Pasal 11 ayat (2)
memberikan pengecualian dari tanggung Jjawab mutlak dan
seketika. Pengecualian yang dimaksud adalah:

a. Akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar

kemampuannya;

32Tanggung jawab mutlak (strict liability) ini berbeda
dengan tanggung Jjawab penuh (abseclute 1liability). Menurut
Komar Kantaatmadja, pengertian pertanggungjawaban penuh/ab-
solut mengandung 2 pengertian: pengertian prosedural, vyaitu
kewajiban untuk melakukan pembuktian adanya unsur  kesalahan
untuk dapat dipertanggungjawabkannya kerugian (1), dan
pengertian material, yaitu penuh dalam. besarnya gantirungi,
vang mengandung pengertian bahwa pemberian gantirugi harus
sepenuhnya/tanpa batas tertinggi yang ditentukan tfterlebih
dahulu (2). Lihat Komar Kantaatmsadja, i i io-
nal Pencemaran Minyak Di Laut, Alumni, Bandung, 1881, h. 9.

331,ihat Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU ZEE Indonesia.
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b. Kerusakan vang seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian pihak ketigsa.

Dengan demikian, pencemar dapat bebas dari tanggung Jjawab

dan memikul ganti rugi apabila terpenuhi salah satu unsur

dari kedua pengecualian tersebut di atas.

Sedangkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) merupakan keten-
tuan tentang tata cara menetapkan bentuk, Jenis dan besarnya
kerugian melalui hasil penelitian ekologis. Penelitian eko-
logis ini dilakukan oleh tim vang terdiri dari pihak peme-
rintah, pihak penderita dan pihak pencemar. Tim ini dibentuk
secara khusus untuk tiap-tiap kasus.

Menurut penulis, ketentuan dalam Pasal 11 UU ZEE
Indonesia tersebut telah sinkron dengan ketentuan P sal 235
KEonvensi Hukum Laut 1982. EKesinkronan ini tampsk sekali,
terutama dari ketentuan Pasal 235 ayat (2) yang menharuskan
"diperolehnya ganti rugi vang segera dan memadai”. Sedangkan
Pasal 11 ayat (1) UU ZEE Indonesia menggunakan istilah
"tanggung Jjawab seketika', yang notabene juga mengharuskan
ganti rugi vang segera. Dengan demikian Jjelaslah bahwa
ketentuan tentang tanggung Jawab dan ganti rugi akibat
pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya

alam dalam UU ZEE Indonesia telah sinkron dengan EKonvensi

Hukum Laut 1982.
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3.7. Penegakan Hukum dan sanksi pidana di Zona Ekonomi Eks-
klusif Indonesia

Seperti telah diuraikan sebelumnya, Konvensi Hukum Laut
1982 memberikan hak berdsulat dan yurisdiksi di ZEE kepada
negara pantai. Hak berdaulat tersebut adalah guna keperluan
eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolasan sumber
daya alam. Sedangkan yurisdiksi negara pantai adalah
berkaitan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan,
instalasi dan bangunan lainnya, penelitian ilmiah kelsutan,
serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Dalam melaksanakan hak berdaulat dan yurisdiksi di
atas, negara pantai dapat mengambil tindakan-tindakan ter-
tentu untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan
negara pantai. Di dalam Konvensi Hukum Laut 18982, ketentuan
tentang penegakan peraturan perundang-undangan negara pantai
tertuang dalam Pasal 73 yang menyatakan bahwa:

1. Negara pantai despat, dalam melaksanakan hak berdau-
latnya untuk melakukan ekspleorssi, eksploitasi, kon-
servasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di ZEE
mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal,
memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan,
sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya per-
aturan perundang-undangan yvang ditetapkannya sesusai
dengan ketentuan Konvensi ini.

2. Kapal-kapal vang ditangkap dan awak kapalnya harus
segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jamin-
an yang layak atau bentuk jaminan lainnva.

J. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pe-
langgaran peraturan perundang-undangan perikanan di
ZEE tidak boleh mencakup pengurungsan, jika tidsk adsa
perjanjiasn sebaliknya antara negara-negara vang ber-
sangkutan, atsu setiap bentuk hukuman badan lainnya.

4. Dalam hal penangkapan ataun penahanan kapsal asing ne-
gara pantai harus segera memberitashukan kepada negara
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bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindak-
an yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang ke-
mudian dijatuhkan.

Dari ketentuan Pasal 73 di atas, paling tidak terdapat
empat hal prinsip yang dapat ditarik:

1. Guna 'menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan
vang ditetapkan, negara pantai dslam melsksanakan hak
berdaulatnya dapat mengambil tindsakan menaiki kapal, me-
meriksa, menangkap dan melakukan proses peradilsn;

2. Kapal dan awaknya yang ditangkap harus segera dibebaskan
setelah diberikan uang Jjaminan;

3. Terhadap pelanggaran peraturan perundangan perikanan di
ZEE, hukuman yang dijatuhkan tidak boleh mencakup
pengurungan;

4. Negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara

bendera melalul saluran yang tepat bilamana melakuksan

penangkapan tau pensahsanan kapal asing.

Dari ketentuan Pasal 73 Konvensi Hukum Laut 1982 di
atas, dapat dipahami bahwa negara pantai memiliki hak untuk
engatur prosedur penegakan hukum di ZEE. Di Indonesia,
ketentuan tentang penegakan hukum di ZEE Indonesia tertuang
Halam Pasal 13, 14 dan 15 UU ZEE Indonesia. Berikut akan

Hikutip ketiga pasal tersebut.

Pasal 13:

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak 1lain,
vurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimsna dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1), aparatur penegak hukum Republik
Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tin-
dakan penegakan hukum sesuai dengan YUndang-undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acarsa
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Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut:

(a) Penangkapan terhadap kapal dan/atsu orang-orang yang
didugs melakukan pelanggaran di ZEE Indonesis meli-
puti tindakan penghentian kapsl sampai dengasn dise-
rahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pe-
labuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih
lanjut;

(b)) Penyerahan kapal dan/stau orang-orang tersebut harus
dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi
jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terda-
pat keadaan force majeure;

(c) Untuk kepentingan penahanan tindak pidana vang dia-
tur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam go-
longan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pa-
sal 2 ayet (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun
1881 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 14:

(1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di ZEE
Indeonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Laut wyang ditunjuk oleh Panglima Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia.

(2) Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran ter-
hadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan
negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dima-
na dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang
-orang sebagaimana dimaksud dalam Passl 13 huruf a.

Pasal 15:

(1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orsang-
orang vang ditangkap karena didakwa melakukan pe-
langgaran terhadap undang-undang ini atau peraturan
perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan un-
dang-undang ini, dapat dilakukan setiap waktu sebe-
lum ada keputusan dari pengadilan negeri vang berwe-
nang.

(2) Permohonan untuk pembebasan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dapat dikabulkan jiksa pemohon sudah
menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, vyang
penetapannya dilakukan oleh pengadilan negeri vyang
berwenang.

Memperhatikan ketentuan Passl 13 UU ZEE Indonesia di
a8, dapat diketahui bahwa aparatur penegak hukum Indonesia
tpat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum. Tindakan

megakan hukum tersebut dilakukan dengan penangkapan dan
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dilakukan pemeriksaan lanjutan atas kapal dan atau awak
kapalnya vyang berdasarkan bukti permulaan diduga telah
melakukan tindak pidana. Bagi aparatur penegak hukum,
tindakan yang dilakukan harus didasarkan pada Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (RUHAP).

Sekalipun Pasal 13 UU ZEE Indonesia menetapkan bahwsg
dalam mengambil tindakan-tindakan dalam penegakan hukum
harus sesuai dengan KUHAP, tetapi ternyata UU ZEE Indonesisa
jugs menetapkan pengaturan secars khusus. Pengertian
penvidik merupakan salah satu bukti adanya pengaturan secara
khusus tersebut. Menurut KUHAP, vyang dimaksud penyidik
adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejsbat
pegawai negeri sipil tertentu vang diberi wewenang khusus

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.34 Dengan

- demikian, menurut EKUHAP, vang berhak wmenjadi penyidik adsalsh

pejabat polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu.35
Berbeda dengan RKUHAP, Pasal 14 ayat (1) UU ZEE Indone-
sia menetapkan bahwa aparatur penegak hukum di bidang penyi-

dikan di ZEE adalah Perwira Tentara Nasional Indonesis

34Lihat Pasal 1 angka 1 KUHAP.

35Henurut Penjelasan Passl 17 Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelsksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidansa, “Bagi penyidik dalam Perairan Indonesia,
Zona Tambahan, Landas Xontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesis, penyidikan dilakukan o©leh Perwira Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik
Eainnya vang ditentukan oleh undang-undang yang mengatur-
va".
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Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenja-
ta Republik Indonesis (Pangsb). Kemudian sebagai peraturan
pelaksanaan, Pangab mengeluarkan Surat EKeputusan Nomor
Skep/807/X11/1987 tentang Penunjukan Perwira TNI AL Selaku
Pejabat Penyidik Perkara Pidana Tertentu di Laut. Menurut
surat KkKeputusan tersebut, vyang dimaksud perwira TNI AL
selaku pejabat penyidik perkara pidana tertentu di 1laant
adalah:
a. Pi Kapal Perang (ERI)
1) Komandan Kapal Perang.
2) Perwira lainnva di KRI, vasng dalam pelaksanaannya di-
lakukan atas perintah RKomandan KRI.
b. Di Kapal Patroli Keamanan Laut Non KRI
1) Romandan Kapsl Patroli Keamanan Laut Non KRI.
2) Perwira lsinnya di kapal, vang dalam pelaksansaannva
dilakukan atas perintah RKomandan Kapsal.
c. Di Satuan Operasi TNI AL Lainnya
1) Para Panglima/Komandan vang diberi wewensng memegang
Komando Operasi Laut sehari-hari.
2) Para Perwira bawahannys, yvang dalam pelaksanaannya
atas perintah Panglima/RKomandan Satuan Operasi.
Di samping penyidik, aparatur penegak hukum terhadsap
pelanggaran yang dilskukan di ZEE adalah penuntut umum.
Penuntut umum dalasm pelanggaran di ZEE adalah jakss pada

pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan
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dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan atau awak
kapalnya. Jaksa bertugas melakukan penuntutan dengan cara
menyerahkan perkara kepada hakim dengan permohonan agar
hakim memeriksa dan kemudisn menjatuhkan keputusan atas
perkara tersebut terhadap terdakwa.

Prosedur penegakan hukum menurut Territoriale Zee en
Maritieme Kringen Ordonnantie 1939 Staatsblad 1932 No. 442
(Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim), untuk
selanjutnya disebut TZMKO, agak berbeda dengan UU ZEE
Indonesia. Menurut Pasal 13 TZMKO, penegakan dan pengawasan

atau ditaatinya saturan-aturan ordonansi ini dibebankan

kepada:

Panglima Angkatan Laut di Surabaya, komandan-komandan
kapal perang Republik Indonesia dan pangkalan-pangkalan
udara Angkatan Laut, nakhoda-nakhoda kapal-kapal
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, orang-orang vyang
ada di bawah perintah panglims-panglima, komandan-
komandan, nakhoda-nakhoda ini, yang untuk itu diberi
surat perintah dari mereka, perwira-perwira Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut vang diserahi pimpinan atas
kapal-kapal daerah, syshbandar-syahbandar dan pejabat-
pejabat vyang bertugas sebagai demikian, pandu-pandu,
demikian pula Jjuragan-juragan kapal-kapal daerah dan
selanjutnya orang-orang vang ditunjuk oleh Kepala Staf
Angkatan Laut.

;Terhadap sparatur penegak hukum di atas, diberi wewensang
'untuk mengusut tindak pidana vang ditetapkan pada TZIMKO
Knaupun pelanggaran ketentuan larangan mengenai pemasukan,

|
pengeluaran dan pengakutan laut.38 Di samping itu, sparatur

|
|

381,ihat Pasal 14 TZMKO.

TESIS KESINKRONAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ... WINASIS YULIANTO




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

180

penegak hukum di atas diberi wewenang untuk menshan dan
memeriksa kapal dan alat penyeberang vang pelayarnya
disangka melakukan atau mempersiapkan tindakan pelanggaran.
Aparatur penegak hukum Jjuga dapat menuntut agar ditunjukkan
surat-surat kapal, serta berwenang menyita benda-benda,
termasuk kapal vang disangka telah dilakukan tindak pidansa
atau diperoleh dengan jalan tindak pidana.3’

Seperti diketahui, ketentuan TZMKO ini merupakan
ketentuan produk kolconial Belanda. Retentuan tentang acara
pelaksanaan penegakan hukum vang terdapat dalam TZMEKO tetap
berlaku dengan dasar Pasal 33 UU Perikanan.38 Tetapli patut
dicatat bahwa TZMEO merupakan ketentuan umum, yang berlaku
di laut teritorial dan lingkungan maritim. Menurut penulis,
TZMEO tidak dapat diterapkan dalam ZEE Indonesia, mengingat
dalam ZEE Indonesia berlaku ketentuan khusus, yaitu UU ZEE
Indonesia. Pemikiran ini sesual dengan asas Ilex specialis
derogat lex generalis.

Rembali pada UU ZEE Indonesia, sekalipun UU ZEE
Indonesia mengatur secara tegas tentang prosedur penegakan

hukum, tetapi UU ZEE Indonesia juga memberikan kesempatan

371,ihat Pasal 15 TZMKO.

38Pasal 33 UU Perikanan menetapkan bahwa pada ssaat
mualai berlakunya UU Perikanan, maka terdapat beberapa
ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku, termasuk ketentuan
engenali perikanan dalam TZMEC kecuali yvang menyvangkut acara
elaksanaan penegakan hukum di laut. Untuk lebih jelasnya
eriksa Pasal 33 UU Perikanan.
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bagi kapal dan atau sawaknya untuk dibebaskan melalui
jaminan. Artinya bahwa, guna membebaskan kapal dan atau
awaknya vang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran
di ZEE Indonesia dapat dilakukan setelah menyersahkan
sejumlah wang jaminan yvang lavak sebelum ada putusan dari
pengadilan negeri vang berwenang. Penetapan besarnya uang
Jjaminan ditentukan berdasarkan harga kapal, alat-alat

perlengkapan dan hasil dan kegiatannya ditambah besarnya

jumlah denda maksimum.S2

Sedangkan berkaitan dengan ketentuan pidana, UU ZEE
Indonesia mengatur pada Pasal 16 dan 17. Pasal 16 dan 17 UU

ZEE Indonesia menyatakan sebagai berikut:

Pasal 16:

(1) Barangsiapa melakukan tindskan-tindakan vang berten-
tangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 8,
dan Pasal 7 dipidana dengan pidana denda setinggi-
tingginys Rp. 225.000.900,00 (dua ratus dua puluh
lima juta rupiah).

(2) Hakim dalam keputusannya dapat menetapkan perampasan
terhadap hasil kegiatan, kapal dan/atau alat per-
lengkapan lainnya vang digunakan untuk melakukan
tindak pidsna tersebut dalam ayat (1).

{3) Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan-tin-
dakan vyang menyebabkan rusaknys lingkungan hidup
dan/atau tercemarnya lingkungan hidup dalam ZEE In-
donesia, diancam dengan pidana sesuail dengsn pera-
turan perundang-undangan yang berlaku di bidang
lingkungan hidup.

Pasal 17:

Barangsiapa merusak atau memusnahkan barang-barang bukti
vang digunakan untuk melskukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dengan maksud untuk
menghindarkan tindakan-tindakan penyitasan terhadap ba-

39Lihat Penjelasan Pasal 15 ayat (2} UU ZEE Indonesia.
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rang-barang tersebut pada waktu dilakukan pemerikssan,
dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp.
75.000.000,08 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dengan mencermati ketentuan Pasal 16 ayat (1), maka
dapat ditarik pengertian bahwa terhadap tindakan-tindakan
vang teanpa 1izin melakukan eksplorasi, eksploitasi dan
kegistan lain, membuat dan atau menggunakan pulzu-pulau
buatan, 1instalasi atau bangunan lainnya, serta melakukan
penelitian 1lmiah kelautan di ZEE Indonesia, maka ancaman
pidananya berupa pidana denda. Eetentuan Pasal 16 ayat (1)
ini tidak memberikan ancaman pidana kurungan sama sekali.
Sehingga, bagil aparatur penegak hukum, khususnys penuntut
umum dan hakim, tidak dibenarkan untuk melakukan penuntutan
dan putusan berupa pidana kurungsan.

Berbeda dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1), ketentuan
Pasal 16 ayat (3) menghubungkan tindakan-tindakan yang
menyebabkan rusak dan atau tercemarnya lingkungan hidup di
ZEE diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-
undangan lingkungan hidup. Dewasa ini, peraturan perundang-
undangan lingkungan hidup vang berlaku adalah Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH). Di dalam UULH sendiri,

ketentuan pidana diatur dalam Pasal 22 vang menyatakan

bahwa :

(1) Barangsiaspa dengan sengaja melskukan perbusatan yang
menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemar-
nva lingkungan hidup vang diatur dalam undang-undang
ini atau undang-undang lain diancam pidana dengan
pidana penjara selama-lamanya 18 (sepuluh) tahun dan
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atau denda sebanyak-banyaknyva Rp. 100.0600.800,- (se-
ratus juta rupiah).

(2) Barangsiapa karena kelalsiannya melakukan perbuatan
yvang menyebabkan rusaknys lingkungan hidup atau ter-
cemarnya lingkungan hidup yvang diatur dalam undang-
undang 1ini atau undang-undang lain diancam pidana
dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun
dan atau denda sebanyak-banvaknva Rp. 1.000.000, -
{satu juta rupiah).

(3) Perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal
ini adalah kejahatan dan perbuatan sebagaimana ter-
sebut dalam avat (2) pasal ini adalash pelanggaran.

Dari ketentuan Pasal 22 UULH tersebut, dapat diketahui
bahwa sanksi pidana dalam UULH meliputi sanksi pidana
penjara, kurungan dan denda. Sanksi ketentuan Pssal 22 UULH
ini berlaku juga terhadap perusakan dan atau pencemaran
lingkungan hidup di ZEE Indonesilia. Dengan demikian, apabila
terjadl perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup di
ZEE Indonesia, maka sanksi pidananya dapat berupa penjara,
kurungan dan atau denda.

Menurut penulis, keberad an Pasal 18 ayat (3) UU ZEE
Indonesia vang diksitkan dengan Pasal 22 UULH ini telah
sinkron dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Pemikiran
ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 2280 ayat (1) Konvensi
Hukum Laut 1982 yang menyatakan:

Apasbila sebuash kendaraan air dengan sukarela beradsa
dalam pelabuhan atau pada suatu terminal lepas pantai
Negara itu, Negara tersebut dapat, sesuai dengan bagian
7, mengadakan penuntutan bertalian dengan setiap
pelanggaran peraturan perundang-undangan vang ditetapkan
sesual dengan Konvensi ini atau ketentuan-ketentuan dan
standar-standar internasionsal vang berlaku untuk
pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang
berasal dari kendarsaan air apabila pelanggaran itu telah

terjadi di dalam laut teritorial atau zona ekonomi
eksklusif Negara itu.

Dari ketentuan Pasal 220 ayat (1) Konvensi Hukum Laut
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1982, dapat ditarik pengertian bahwa negara pantai dapat
melakukan penuntutan terhadap setiap pelanggaran peraturan
perundang-undangan vang ditetapkan untuk pencegahan,
pengurangan dan pengendalian pencemaran. Dari ketentuwan ini
pula, dapat diketahul bahwa guna melakukan penuntutan
terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan vang
ditetapkan untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalisn
pencemaran, negara pantai mendasarkan diri pada peraturan
perundang-undangan negara pantai vang ditetapkan sesuai
dengan Konvensi Hukum Laut 1982 atau ketentuan-ketentuan dan
standar-standar internasional yang berlaku.

Dengan pemahaman terhadap ketentuan Paszal 220 avat '(1)
Konvensi Hukum Laut 1982 di atas, ketentuan Pasal 22 UULH
vang diterapkan terhadap pencemar dalam ZEE Indonesia tidak
bertentangan dengan EKonvensi Hukum Laut 1982, sekalipun

lsanksi pidananya dapat berupa pidana penjarsa, kurungan
lmaupun denda. Dengan demikian, ketentuan Pasal 16 ayat (3)
EUU ZEE Indonesia yang dikaitkan dengan Pasal 22 UULH telah

:sinkron dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.
|
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PENUTUP

Berdasarkan wuraian di muka, maka dapsat disimpulksan
ahwa ketentuan vang terdsapat dalam UU ZEE Indonesia telah
inkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan yang
imaksud meliputi lebar ZEE Indonesia, ZEE Indonesia vang
erhadapan dengan negara lain, hak berdaulat, yurisdiksi dan
ewajiban-kewajiban Indonesia di ZEE, kegiatan-kegiatan di
EE, ganti rugi, penegakan hukum di ZEE Indonesia dan
etentuan ridana di bidang eksplorasi, eksploitasi,
onservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Di samping itu,
etentuan pidana di bidang pencemaran dan atau kerusakan
ingkungan hidup di ZEE vang dikaitkan dengan UULH jJjuga
.elah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1882. Hal ini
idasarl pemikiran bahwa ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982
enetapkan bahwa penuntutan terhadap pencemaran dan atau
erusakan lingkungan didasarkan pasda peraturan perundang-
ndangan negara pantai. Karena itu ketentuan pidana vyang
erupa pildana penjara, kurungan dan denda tidak bertentangan
angan ketentuan Konvensi.

Berdasarkan uraian di muka pula, akan diketahui bahwsa
mvensi Hukum Laut 1982 memberikan hak berdaulat kepada
rgara pantai guna keperluan eksplorasi dan eksploitasi,

nservasi dan pengelolaan sumber kekayaan salam. Konvensi

1@5
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Lant 1882 juga memberikan yurisdiksi kepada negarsa

berkenaan

instalasi

dengan pembuatan dan pemakalan pulau

dan bangunsan. Di samping 1itu, Konvensi

Lant 1982 juga menetapkan kewajiiban kepada negara

antai untuk memperhatikan hak dan kewajiban negara lain di

EE.
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